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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut : 
1. Konsonan 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif a tidak dilambangkan  
ب ba b bc 
ت ta t tc 
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas 
ج jim j je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ kha k ka dan ha 
د dal d de 
ذ zal z zet (dengan titik di atas) 
ر ra r er 
ز zai z zet 
س sin s es 
ش syin s es dan ye 
x 
 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik 
غ gain g ge 
ف fa f ef 
ق qaf q qi 
ك kaf k ka 
ل lam l el 
م mim m em 
ن nun n en 
و wau w we 
ھ ha h ha 
ء hamzah ‘ apostrof 




Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
(‘). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َا fathah a a 
 ِا kasrah i i 
 ُا ḍammah u u 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َى fatḥah dan yā’ ai a dan i 
 َو fatḥah dan wau au a dan u 
Contoh : 
  َQSْTَ : kaifa 




3. Maddah  
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
...ىَ  |اَ... Fathah dan alif atau ya’ a a dan garis di atas 
ى Kasrah dan ya’ i i dan garis di atas 
 ُو Dammah dan wau u u dan garis di atas 
Contoh  
 َتWXَ: mata 
 YXََر : rama 
  ْZSِْ[ : qila 
  ُتUْ\َُ] : yamutu    
4. Tā’ marbūṫah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṫah ada dua, yaitu: tā’  marbūṫah yang hidup 
Ta’marbutah yang  hidup  (berharakat  fathah,  kasrah  atau  dammah) 
dilambangkan dengan huruf "t". ta’marbutah yang  mati (tidak berharakat) 
dilambangkan dengan "h".  
Contoh:  
  ِل Qََْطcْا ُdeََوَر : raudal al-at fal 
  ُdَfeِ Wَghْا ُdَi]ْ jِ\َhَْا : al-madinah al-fadilah 





5. Syaddah (Tasydid) 
Tanda  Syaddah  atau  tasydid  dalam  bahasa  Arab,  dalam  transliterasinya 
dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang 
diberi tanda syaddah tersebut. 
Contoh:  
Wَiﱠoَر: rabbana 
WَiSْ ﱠpَq: najjainah 
6. Kata Sandang 
Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan sesuai  
dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل) diganti 
dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang 
tersebut.  
  Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya. 
Contoh: 
 ُdَgsَfَْghَْا: al-falsafah 
 َُدtِuhَْا: al-biladu 
7. Hamzah  
Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 
ditransliterasikan  dengan  apostrop.  Namun,  itu  apabila  hamzah  terletak  di 
tengah  dan  akhir  kata.  Apabila  hamzah  terletak  di  awal  kata,  ia  tidak 
dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
1. Hamzah di awal 
  ُتxْXُِأ : umirtu 
2. Hamzah tengah 
xiv 
 
 َنْوxُXُْ{َ|: ta’ muruna 
3. Hamzah akhir 
 ٌءْَ: syai’un 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia          
Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim maupun huruf, ditulis 
terpisah.Bagi  kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  
sudah lazim  dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  
yang dihilangkan,  maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa 
dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 
Contoh:  
Fil Zilal al-Qur’an 
Al-Sunnah qabl al-tadwin 
9. Lafz al-Jalalah ( ﱠﷲ ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh: 
  ﱠﷲ ُ]ِْد DinullahWِufﱠhا billah 
Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafz al-jalalah,  
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
Contoh: 
 ْُھ   ﱠﷲ dِ\ََْر ِْHum fi rahmatillah 
10. Huruf Kapital     
Meskipun  dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasi ini  huruf  kapital  dipakai.  Penggunaan huruf  kapital  seperti  yang 
berlaku dalam EYD. Di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan 
xv 
 
huruf awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, maka 
yang  ditulis  dengan  huruf  kapital  tetap  huruf  awal  dari  nama  diri  tersebut, 
bukan huruf awal dari kata sandang. 
Contoh:  Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 
     Wa ma Muhammadun illa rasul 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
Swt.  = subhānahū wa ta‘ālā 
Saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 
a.s.  = ‘alaihi al-salām 
H  = Hijrah 
M  = Masehi 
SM  = Sebelum Masehi 
l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  = Wafat tahun 
QS .../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali ‘Imrān/3:4 




   ABSTRAK 
Nama  :   Mithakartika 
NIM   :   10100115138 
Judul : Efektivitas Sidang Keliling dalam Penyelesaian Perkara 
Perceraian di Pengadilan Agama Bima Tahun 2017 
 
Skripsi ini membahas tentang efektivitas sidang keliling dalam 
penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Bima tahun 2017 
selanjutnya yang menjadi sub masalah dalam penelitian ini, yaitu: 1) bagaimana 
proses penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling di Pengadilan 
Agama Bima tahun 2017, 2) bagaimana faktor-faktor yang mendukung dan 
menghambat pelaksanaan perkara perceraian melalui sidang keliling di 
Pengadilan Agama Bima tahun 2017 
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau field research kualitatif 
deskriptif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif-yuridis. 
Adapun sumber data penelitian ini yaitu hasil wawancara Ketua Pengadilan, 
Wakil Ketua Pengadilan, Hakim, dan Panitera Muda Hukum.  Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan 
dokumentasi. 
Hasil temuan peneliti berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa 
pelaksanaan sidang keliling dalam proses penyelesaian perkara perceraian di 
pengadilan agama bima tahun 2017 telah sesuai dengan prosedur dan hukum 
acara yang berlaku. efektivitas sidang keliling tergolong kurang efektiv karena 
kurang maksimalnya tahap-tahap persidangan seperti jawab-menjawab terutama 
bagi pihak non verstek karena sidang harus dilanjutkan di kantor pengadilan 
Agama Bima serta sasaran sidang keliling yang kurang tepat terhadap kecamatan 
yang ditentukan. Meskipun demikian sidang keliling tersebut memberikan banyak 
kemaslahatan jika dilihat dalam pelaksanaan dan memberikan kemudahan 
transportasi dan waktu tempuh bagi pihak yang berperkara. Adapun yang menjadi 
faktor pendukung yakni dana yang bertambah, koordinasi yang sudah cukup 
bagus dari jajaran pemerintah desa dan kecamatan serta transportasi ke lokasi 
sidang yang telah memadai. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu pengetahuan 
masyarakat yang masih minim mengenai apa saja yang harus dihadirkan saat 
persidangan baik itu mengenai bukti, saksi, hingga lupa jadwal serta agenda 
persidangan, kurangnya disiplin masyarakat, serta cuaca dan jarak tempuh yang 
kurang mendukung. 
Implikasi dari Penelitian ini yaitu: 1). Bagi pengadilan Agama Bima agar 
tetap terus memberikan pelayanan hukum yang terbaik bagi masyarakat termasuk 
dalam memilih sasaran yang tepat untuk pelaksanaan sidang keliling serta 
peningkatan mutu dan pelayanan sidang keliling tahun-tahun berikutnya. 2). 
Untuk menjamin efektivitas sidang keliling peneliti berharap kiranya Mahkamah 
Agung selaku jantungnya lembaga peradilan serta pengawas seluruh badan 
peradilan di Indonesia untuk memberikan teknis lengkap dan khusus bagi 
pelaksanaan sidang keliling demi tercapainya sidang keliling dalam menegakkan 
prinsip Good goverment dan asas justice for the all serta melakukan pengawasan 






A. Latar Belakang Masalah 
Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua 
makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu 
cara yang dipilih oleh Allah swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang 
biak dan melestarikan hidupnya. 
Adapun menurut syara’ nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan 
perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk 
membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang 
sejahterah. Para ahli fiqih berkata, zawwaj atau nikah adalah akad yang secara 
keseluruhan di dalamnya mengandung kata: inkah atau tazwij.1 
Dalam Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 
disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah 
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.2  
Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan 
aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial 
yang sakral. 
                                                           
1Tihami, sohari sahrani, Fikih Munakahat kajian fikih nikah lengkap (Cet. IV; Jakarta: 
Rajawali Pers, 2014), h. 7-8. 
2





Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang kokoh. Perkawinan sebagai 
hubungan suami dan istri merupakan hubungan dan ikatan yang melebihi ikatan-
ikatan yang lain karena perkawinan memiliki beberapa tujuan yang mulia dan sakral 
yakni untuk menciptakan dan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, 
tentram, damai dan penuh kasih sayang,3 yang dalam bahasa al-Qur’an adalah 
sakinah mawaddah wa rahmah, sebagaimana Allah swt berfirman dalam QS al-Rum 
/30: 21. 
ô ÏΒuρ ÿÏµÏG≈ tƒ#u ÷βr& t, n=y{ / ä3 s9 ô ÏiΒ öΝä3 Å¡àΡ r& % [`≡uρ ø—r& (#þθ ãΖä3 ó¡tFÏj9 $ yγ øŠ s9 Î) Ÿ≅ yèy_ uρ 
Νà6 uΖ÷ t/ Zο ¨Š uθ ¨Β ºπyϑôm u‘ uρ 4 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ ;M≈ tƒUψ 5Θ öθ s)Ïj9 tβρ ã©3 x tGtƒ ∩⊄⊇∪  
Terjemahnya:  
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu 
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”.4 
 
Sedemikian mulianya tujuan perkawinan itu pula yang menyebabkan kenapa 
Islam sangat menghindari dan membenci perceraian (perpisahan), lebih tegas tentang 
kebencian Islam terhadap perceraian disebut dalam hadis: 
 َﻋ ٍﺪِﻟﺎَﺧ ُﻦْﺑ ُﺪَﻤَُﳏ ﺎَﻨَـﺛ ﺪَﺣ :ٍﺪْﻴَـﺒُﻋ ُﻦْﺑ ُﺮ ْـﻴِﺜَﻛ ﺎَﻨَـﺛ ﺪَﺣ َﺮَﻤُﻋ ِﻦْﺑا ِﻦَﻋ,ٍرَﺎﺛِد ِﻦْﺑ ِبِرﺎَُﳏ ْﻦَﻋ ,ٍﻞِﺻاَو ِﻦْﺑا ِفِﺮَﻌُﻣ ْﻦ
.(ُقَﻼﻄﻟا ﻞَﺟَو ﺰَﻋ ِﷲا َﱃِإ ِلَﻼَْﳊا ُﺾَﻐْـَﺑأ):َلَﺎﻗ ِﱯﻨﻟا ِﻦَﻋ 
Artinya:  
Katsir bin Ubaid menyampaikan kepada kami Muhammad bin Khalid, dari 
Mu’arrif bin Washil, dari Muharib bin Ditsar, dari Ibnu Umar bahwa Nabi 
Saw Bersabda, “Perkara halal yang paling dibenci Allah Azza wa jalla adalah 
talak”.5 
                                                           
3Abu Dawud Sulaiman bin al-asy’ats al-azdi as-Sijistani, Ensiklopedia Hadits 5; Sunan Abu 
Dawud  (Cet. I; Jakarta: Penerbit Almahira, 2013), h. 450. 
4Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Solo: Abyan, 2014), 
h. 406. 
5 A.Hassan, Tarjamah Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani (Cet. XXVIII; Bandung: Cv 





Meskipun Islam memandang perceraian merupakan perkara halal yang 
dibenci oleh Allah, namun fenomena percerian  ini terus berkembang sepanjang 
zaman. Tak sedikit pasangan suami istri yang memilih jalan perceraian sebagai solusi 
dan jalan keluar untuk mengakhiri permasalahan rumah tangga. Pengadilan Agama 
adalah lembaga Negara yang menangani kasus perceraian bagi orang yang beragama 
islam salah satunya yaitu Pengadilan Agama Bima Kelas 1B yang terletak di jl. Gatot 
Soebroto Kota Bima Nusa Tenggara Barat (NTB). dan Pengadilan Agama Bima kelas 
1B mencatat penyebab perceraian beraneka ragam, di antaranya poligami tidak sehat, 
cemburu, krisis akhlak kawin paksa, ekonomi, tidak ada tangungjawab, kawin di 
bawah umur, kekejaman jasmani, kekejaman mental, di hukum, cacat biologis, 
gangguan pihak ketiga, dan tidak ada keharmonisan.6 
Perkara perceraian di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan, 
salah satunya yakni Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 
39 dinyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan 
setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 
kedua belah pihak”.7 Adapun pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama 
yaitu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam8 yang 
beraga Islam dan menjadi kekuasaan Peradilan Umum bagi yang selain Islam. 
Perceraian di muka Pengadilan Agama dibagi menjadi 2 (dua) macam, yakni 
cerai talak yang diajukan oleh suami dan cerai gugat yang diajukan oleh isteri. 
                                                           
6 Wawancara melalui handphone dengan ibu Nana parmini Armunto S.HI. panitera pengganti 
pengadilan Agama Bima (29 Maret 2018) 
7Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB VIII Pasal 39 
8 Supardin, Fikih Peradilan Agama di Indonesia Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu (Cet. 





Permohonan suami untuk menceraikan isterinya dengan cerai talak, diajukan oleh 
suami (pemohon) kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman isteri 
(termohon). Bila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang 
ditentukan bersama tanpa izin pemohon dan atau bila termohon bertempat kediaman 
diluar negeri maka permohonan yang diajukan pemohon ke Pengadilan Agama yang 
mewilayahi tempat kediaman pemohon. Bila suami-isteri (pemohon-termohon) 
bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan ke Pengadilan Agama yang 
mewilayahi tempat perkawinan mereka dahulunya dilangsungkan, atau ke Pengadilan 
Agama Jakarta Pusat. 
Sedangkan perceraian diajukan oleh isteri (penggugat) atau kuasanya ke 
Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman isteri (penggugat). Bila 
penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin 
tergugat (suami), dan atau bila penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan 
perceraian diajukan oleh penggugat ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat 
kediaman tergugat.9 
Mengenai kedudukan pengadilan Agama dijelaskan dalam Undang-Undang 
RI No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU RI No. 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama bahwa: “Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota 
kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten kota”.1 0 
Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau, 
Hubungan antara pulau yang satu dengan pulau yang lain kadang-kadang sulit 
dilakukan, karena masih terbatasnya sarana dan prasarana. Sementara itu, keberadaan 
                                                           
9 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: Sinar Grafika, 2001) h. 51-52 





kantor-kantor di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yang berkedudukan di ibu 
kota kabupaten atau kota, banyak menimbulkan kesulitan bagi masyarakat pencari 
keadilan yang berada didaerah terpencil untuk mendatanginya, mengingat jarak 
tempuh yang harus mereka lalui sangat jauh dan sulit. Selain itu, masih banyak 
kabupaten baru, akibat pemekaran wilayah, yang belum dibentuk Pengadilan 
Agama/Mahkmah Syar’iyah. kondisi objektif territorial tersebut merupakan salah satu 
problema yang menghambat para pencari keadilan dan untuk memperoleh pelayanan 
hukum dan keadilan dari pengadilan. 
Selain kendala lokasi yang jauh dan sulit, mereka juga dihadapkan kepada 
tingginya biaya dan terbatasnya sarana dan prasarana yang menghubungkan antara 
tempat tinggal mereka di daerah-daerah pedalaman dan terpencil dengan kantor 
pengadilan tersebut. Sedangkan mereka merupakan warna negara ang mempunyai 
hak dan kewajiban yang sama seperti warga negara indonesia lainnya yang tinggal di 
kota-kota besar. Banyak permasalahan hidup mereka yang membutuhkan 
perlindungan hukum. Baik dalam kehidupan rumah tangga maupun sosial ekonomi. 
Problema hukum yang mereka hadapi yang seharusnya segera mendapat kepastian 
hukum dan keadilan, menjadi gagal akibat berbagai kesulitan tersebut terutama bagi 
masyarakat miskin (justice for the poor).1 1  
Menurut temuan penelitian tahun 2007, masyarakat miskin menghadapi 
hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama yang 
berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke Pengadilan. 
Temuan tersebut kemudian direspon oleh Mahkamah Agung dengan memberikan 
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perhatian besar untuk terselenggaranya sidang keliling dan pembebasan biaya dengan 
proses prodeo.1 2  
Respon Mahkamah Agung tersebut diwujudkan dalam Surat Edaran 
Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian 
Bantuan Hukum, yang di bagi menjadi 2 (dua) lampiran yakni Lampiran A untuk 
lingkungan Peradilan Umum dan Lampiran B untuk Lingkungan Peradilan Agama. 
Selain itu, norma hukum lain juga mengatur mengenai sidang keliling adalah 
Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan sekretaris 
Mahkamah Agung RI Nomor 04/TUADA-AG/II/2011 dan Nomor 
020/SEK/SK/II/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung 
R.I Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B dan 
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar 
Pelayanan Peradilan Pada Bab IV huruf G. Kemudian pada tanggal 07 Januari  2016, 
ditetapkan Buku Pedoman Pelaksanaan Sidang Keliling (BUPEDLAKSILING) 
melalui Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan 
Pengadilan Agama No. 01/SK7TUADA-AG/I/2016 tentang Pedoman Sidang 
Keliling di Pengadilan Agama. 
Sidang keliling atau sidang di luar gedung Pengadilan merupakan salah satu 
penjabaran dari acces to justice, yang telah menjadi komitmen masyarakat hukum di 
banyak Negara. Sidang keliling ini merupakan langkah untuk mendekatkan 
“pelayanan hukum dan keadilan” kepada Mayarakat sebagai program pengembangan 
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dari asas Acces to justice, sidang keliling mesti mendapat perhatian dari semua pihak 
yang terkait, sehingga keadilan dapat terjangkau oleh setiap orang (justice for all).1 3 
Pada dasarnya, penyelesaian perkara dalam sidang keliling berdasarkan pada 
asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas tersebut menjadi dambaan bagi semua 
masyarakat. Jika dapat dilaksanakan dengan baik, pengadilan akan menjadi pilihan 
dari para pencari keadilan, sederhana dalam proses memasukan gugatan, cepat dalam 
proses persidangan, pembuktian hingga putusan dan tidak mengeluarkan biaya besar 
(sesuai dengan ketentuan biaya perkara)1 4. Hal ini sejalan dengan prinsip islam yang 
dinyatakan dalam al-Qur’an bahwa Islam selalu memudahkan ummatnya jika 
menemukan kesulitan dalam menjalankannya. Sebagaimana Allah Berfirman dalam 
QS al-Baqarah/2: 185. 
 3 ƒãÌƒ‰ß #$!ª /Î6àΝã #$9øŠã¡ót ρuωŸ ƒãÌƒ‰ß /Î6àΝã #$9øèã£ôu \ 
Terjemahnya: 
“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran 
bagimu”. 1 5 
Sidang keliling ini pernah dipandang sebelah mata. Alasannya, sidang keliling 
dianggap dapat membuat angka perceraian semakin tinggi karena adanya layanan 
bantuan hukum buat masyarakat yang kurang mampu Hal ini dibantah oleh Rahmat 
arijaya selaku salah satu Staf Direktur Jendral Badan Peradilan Agama, menurutnya, 
sidang keliling bukan untuk mempermudah orang untuk melakukan perceraian, tetapi 
                                                           
1 3Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama 
No. 1/SK/TUADA-AG-/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Pengadilan Agama, 
h. 2. 
1 4 M. Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama  (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2001) h. 56 





untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dibidang hukum keluarga, 
baik status pernikahan, perceraian, hingga status anak.1 6 
Pengadilan Agama Bima menjadi salah satu Pengadilan Agama yang rutin 
melaksanakan sidang keliling setelah adanya Surat Edaran Mahkamah Agung 
(SEMA) RI No 10 tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum, pada 
tahun 2017 Pengadilan Agama Bima menyelenggarakan sidang keliling dan 
Pengadilan Agama Bima hanya memilih 4 (empat) kecamatan yang diadakan sidang 
keliling karena banyak pihak yang berada di kecamatan tersebut dan juga letak 
kecamatan tersebut yang jauh dari jangkauan Pengadilan Agama Bima, yaitu 
Kecamatan Sape, Wawo, Belo dan Woha. Pada masing-masing kecamatan sidang 
dilaksanakan di balai kantor kecamatan maupun di balai desa setempat.1 7 Adapun 
perkara yang diajukan dalam sidang keliling yang diadakan oleh Pengadilan Agama 
Bima tahun 2017 didominasi perkara perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak. 
Perkara perceraian merupakan perkara (contentiosa) 1 8 yang mengandung (sengketa 
antara kedua belah pihak).  
Prosedur penyelesaiannya telah diatur dalam hukum acara khusus baik dalam 
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI No. 
1 Tahun 1974 dan Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 
sebagaimana yang telah  diubah dengan Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2006 dan 
                                                           
1 6Hermansyah, Tidak Benar Perceraian Meningkat Karena Peradilan Agama Masuk MA, 
https://www.google.com/search?hl=in-ID&ie=UTF-8&source=android-browser&q=Tidak+benar+perc 
eraian+meningkat+karena+peradilan+Agama+Masuk+MA (diakses Jum’at 30 Maret). 
1 7Wawancara melalui handphone dengan ibu Nana parmini Armunto S.HI. panitera pengganti 
pengadilan Agama Bima (29 Maret 2018). 
1 8Lihat Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata.(Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 





perubahan kedua dengan Undang-Undang RI No. 50 Tahun 2009. Adapun dalam 
penyelesaiannya terdapat tahapan-tahapan yang bersifat prosedural yang harus 
dipenuhi oleh para pihak berperkara dan majelis hakim selaku penegak hukum di 
Pengadilan Agama. 
Berdasarkan hasil uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “EFEKTIVITAS SIDANG KELILING DALAM 
PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA 
BIMA KELAS IB” 
B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Skripsi ini berjudul “Efektivitas Sidang Keliling Dalam Penyelesaian Perkara 
Perceraian di Pengadilan Agama Bima Kelas 1B”. Dalam skripsi ini peneliti 
memfokuskan penelitian mengenai menilai dan mengetahui sejauh mana “Efektivitas 
Sidang Keliling Dalam Penyelesaian Perkara Peceraian di Pengadilan Agama Bima 
kelas 1B pada Tahun 2017”. 
2. Deskripsi Fokus  
Untuk lebih terarahnya penelitian ini dan untuk tidak menimbulkan kekeliruan 
dalam menginterpretasikan, maka penulis memberikan batasan judul atau penegasan 
sebagai berikut: 
1. Efektivitas adalah pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-
tujuan yang telah ditentukan 
2. Pengertian Sidang Keliling berdasarkan Surat keputusan Ketua Muda 





2014 adalah “Sidang pengadilan yang dilakukan di luar gedung 
pengadilan baik yang dilaksanakan secara tetap maupun insidentil 
3. Penyelesaian Perkara Perceraian menurut undang-undang perkawinan 
adalah “serangkaian proses putusnya ikatan perkawinan yang sah di depan 
hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-
undang” 
4. Pengadilan Agama Bima adalah “lembaga peradilan yang bertugas dan 
berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat 
pertama antara orang-orang yang beragama Islam yang meliputi wilayah 
Hukum kebupaten dan kota Bima”. 
C. RumusanMasalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis merumuskan pokok 
permasalahan yaitu “Bagaimana Efektivitas Sidang Keliling Dalam Penyelesaiaan 
Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bima Kelas 1B tahun 2017”, agar 
permasalahan yang dibahas lebih fokus, maka dalam penelitian ini penulis 
merumuskan beberapa sub masalah yang sesuai dengan judul di atas, yaitu: 
1. Bagaimana proses pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian melalui 
sidang keliling di Pengadilan Agama Bima tahun 2017?  
2. Bagaimana faktor-faktor yang menghambat dan mendukung penyelesaian 
perkara perceraian melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Bima 
tahun 2017? 
D. Kajian Pustaka 
Sebelum melakukan penelitian mengenai efektivitas sidang keliling dalam 





menemukan buku yang berkaitan dan menjadi pedoman dalam penelitian ini, di 
antaranya: 
1. Buku yang berkaitan dengan masalah yang penulis bahas adalah Roihan 
A. Rasyid yang berjudul “Hukum Acara Peradilan Agama” Tahun 2001 
dalam buku ini hanya menjelaskan mengenai pengertian sidang keliling 
tidak secara lengkap membahas mengenai bagaimana penerapan sidang 
keliling di pencari keadilan serta keefektifannya dalam penyelesaian 
permasalahan yang terjadi khususnya masalah perceraian. dan dalam 
penelitian yang dilakukan penulis berusaha menjelaskan atau meneliti 
efektivitas sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian. 
2. Aris Bintania yang berjudul “Hukum Acara Peradilan Agama dalam 
kerangka Fiqih Al-Qadha” Tahun 2013 dalam buku ini penulis hanya 
membahas mengenai Penyelesaian perkara perceraian di lingkungan 
Pengadilan Agama dan tidak membahas bagaimana penyelesaian 
perceraian dalam sidang keliling. Sedangkan penelitian yang dilakaukan 
penulis yaitu bagaimana efektivitas penyelesaian perkara perceraian 
melalui sidang keliling. 
3. Surya Hidayat dengan Judul “Studi Hukum Islam Terhadap Sidang 
Keliling dan Implikasinya Terhadap Angka Perceraian (Studi di 
Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2011)”. Skripsi ini menulis tentang 
tinjauan Hukum Islam terhadap sidang keliling dan implikasinya terhadap 
angka perceraian sedangkan penelitian penulis, penulis akan membahas 






4. Muh. Nasharuddin dengan Judul “Efektivitas Sidang keliling kaitannya 
dengan asas sederhana, cepat, dan baiaya ringan (Studi Kasus di 
Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas II B Tahun 2013-2015)”. Skripsi 
ini menulis tentang efektivitas Sidang keliling kaitannya dengan asas 
sederhana, cepat, dan biaya ringan. sedangkan penelitian penulis 
memfokuskan efektivitas sidang keliling dalam penyelesaian perkara 
perceraian, dan penulis meneliti khusus masalah perceraian saja. 
5. Azizah Ulfi dengan judul “Analisis Hukum Acara Pelaksanaan Sidang 
Keliling (Studi Kasus Sidang Keliling di Pengadilan Agama Mungkid 
tahun 2013)”. Skripsi ini meneliti tentang hukum acara yang digunakan 
dalam sidang keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama 
Mungkid. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hukum acaa yang 
digunakan dalam sidang keliling yang diselenggarakan oleh pengadilan 
Agama Mungkid sama dengan hukum acara yang digunakan dalam 
persidangan biasa (litigasi regular). Perbedaan penelitian ini dengan apa 
yang akan diteliti penulis adalah penelitian ini mengarah pada analisis 
hukum acara sidang keliling sedangkan penulis meneliti sejauh mana 
efektifnya sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian.   
Berdasarkan beberapa buku dan karya lmiah diatas, penulis menyimpulkan 
bahwa penelitian dengan Judul “Efektivitas Sidang Keliling Dalam penyelesaian 
perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bima Kelas 1B belum pernah di bahas 
sebelumnya karena pada penelitian ini penulis mengukur efektivitas sidang keliling 
dalam penyelesaian perkara perceraian, konsentrasi masalah perceraian saja. 





Berdasarkan permasalahan di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian 
ini adalah: 
1. Untuk mengetahui proses sidang keliling dalam penyelesaian perkara 
perceraian di Pengadilan Agama Bima. 
2. Untuk menjelaskan factor yang menghambat dan mendukung 
penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling di Pengadilan 
Agama Bima. 
Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Kegunaan teoritis Penelitian Ini dapat menjadi bahan kajian/pemikiran 
lebih lanjut dan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang 
hukum perdata khususnya keefektifan sidang keliling. 
2. Kegunaan praktis dari penelitian ini agar dapat menjadi pandangan baru di 
kalangan masyarakat mengenai sidang keliling yang merupakan hal yang 
baru yang masih jarang diketahui orang, dan dapat dijadikan kajian untuk 









A. Tinjauan Umum Tentang Sidang Keliling 
1. Pengertian dan dasar hukum Sidang Keliling 
Kebijakan negara terhadap arah pembangunan semakin menegaskan 
pentingnya akses ke pengadilan bagi masyarakat miskin dan termarjinalkan. Negara 
juga semakin mengukuhkan pentingnya bantuan hukum bagi masyarakat sebagai 
akses terhadap pengadilan tersebut. Menurut temuan penelitian tahun 2007 
masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah ekonomi untuk 
mengkses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos 
transportasi untuk datang ke pengadilan. Temuan tersebut kemudian di respon oleh 
Mahkamah Agung dengan memberikan perhatian besar untuk terselenggaranya 
sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo.1. 
Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 D (1) 
menyatakan dengan tegas “bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 
perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 
hukum”. Jaminan Negara inikemudian dijabarkan dan dijelaskan dalam berbagai 
Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan akses Masyarakat terhadap 
hukum dan keadilan.2 
                                                           
1Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010 Tentang pedoman pemberian 
bantuan  hukum, Lampiran B, pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan peradilan Agama, 
Bab I pendahuluan  
2Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama 
No.1/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang keliling Di Lingkungan Peradilan Agama.  
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Diantaranya yakni Pasal 56 Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang 
kekuasaan kehakiman menyebutkan : 
(1). Setiap Orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan 
Hukum. 
(2). Negara menanggung beban biaya perkara bagi pencari keadilan yang 
tidak mampu.3 
dan pasal 60B Undang-Undang RI No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 
menyebutkan  
(1). bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan 
hukum  
(2). Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak 
mampu 
(3). Pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 
melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan yempat 
domisili yang bersangkutan.4 
Pasal 57 Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 dan pasal 60 (c) Undang-
Undang RI No. 50 Tahun 2009 juga mengatur bahwa di setiap pengadilan dibentuk 
pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh 
bantuan hukum. Ayat berikutnya disebutkan bahwa bantuan hukum tersebut 
diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan perkara 
tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
                                                           
3 Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
4 Undanng-Undang RI No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 
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Sidang keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau 
sewaktu-waktu oleh pengadilan Agama di suatu tempat yang ada di dalam wilayah 
hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan pengadilan.5 Sidang keliling merupakan 
salah satu upaya bantuan hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, karena aparat 
peradilan melaksanakan sidang diluar gedung pengadilan yang tentunya tempat 
tersebut adalah tempat yang jauh dari pengadilan dan dapat dapat diakses dengan 
mudah oleh masyarakat, dalam arti kata, bahwa peradilan memberikan kemudahan 
jarak tempuh bagi pencari hukum dan keadilan untuk mendapatkan hak mereka di 
pengadilan. 
Sidang keliling ini merupakan salah satu penjabaran dari acces to justice, 
yang telah menjadi komitmen masyarakat di banyak negara sidang keliling ini 
merupakan langkah untuk mendekatkan pelayanan hukum dan keadilan kepada 
masyarakat. Sebagai program pengembangan acces to justice, sidang keliling mesti 
mendapatkan perhatian dari semua pihak yang terkait, sehingga keadilan dapat 
terjangkau oleh semua pihak.6 
Sidang keliling ini bukan berarti pengadilan agama mencari-cari orang yang 
rumah tangganya bermasalah lalu menyelesaikan masalah tersebut. Karena bahwa 
asas hukum acara peradilan bahwa pengadilan bersifat pasif, yaitu pengadilan 
menunggu perkara dari masyarakat dan masyarakat tersebut yang datang ke 
pengadilan  untuk berperkara. Pendahuluan buku pedoman sidang keliling peradilan 
Agama, tepatnya pada angka 9 menjelaskan bahwa pada prinsipnya pengadilan hanya 
                                                           
5Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian 
Bantuan Hukum Lampiran B, pasal 1 angka 8 
6Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama 
No.1/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang keliling Di Lingkungan Peradilan Agama 
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bersifat menunggu orang datang ke pengadilan untuk menyelesaikan perkaranya. 
Pengadilan tidak mencari perkara. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang 
mengalami kesulitan datang ke pengadilan, padahal mereka sangat membutuhkan 
pelayanan hukum dan keadilan menjadi gagal karena terkendala oleh kondisi 
geografis, transportasi, social maupun ekonomi.7 
Maka dengan hal ini pengadilan memberika solusi bagi masyarakat yang tidak 
mampu menjangkau pengadilan berdasarkan kendala tersebut dengan dilakukannya 
sidang keliling atau sidang diluar gedung pengadilan. 
Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2014 telah mengeluarkan 
sebuah peraturan, yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia 
No.1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layana Hukum Bagi Masyarakat 
Tidak Mampu di Pengadilan. Pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) ini, 
sebagian isinya membahas mengenai sidang keliling. Dengan adanya bantuan hukum 
berdasarkan perma ini, tentunya mempermudah orang-orang yang ingin berperkara di 
pengadilan.  
Hal demikian di jelaskan pada pasal 14 Bab IV Peraturan Mahkamah Agung 
No.1 tersebut yaitu, “Pengadilan dapat melaksanakan layanan sidang diluar gedung 
pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit 
mencapai lokasi kantor pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau 
hambatan geografis”. Pada PERMA ini mengatur mengenai sidang keliling pada 
BAB IV, Tujuh pasal yaitu pasal 14 Sampai Pasal 21.8 
                                                           
7Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama 
No. 1 Tahun 2013, h.4 
8PERMA No.1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat 
Tidak Mampu Di Pengadiilan Agama, BAB IV  
18 
 
PERMA ini mengacu kepada ketentuan Undang-Undang RI No. 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 56 dan 57, Undang-Undang RI No. 49 
tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1986 
tentang Peradilan Umum, pasal 68 B dan 69 C, Undang-Undang RI No. 50 Tahun 
2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama Pasal 60 B dan 60 C, Undang-Undang RI N0. 51 Tahun 2009 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata 
Usaha Negara pasal 144 C dan 144 D yang mengatur tentang hak setiap orang yang 
bersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya 
perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu serta pembentuakan pos bantuan 
hukum pada setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha 
Negara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.9 
Memberikan kemudahan pelayanan kepada pencari keadilan dalam mendapat 
pelayanan hukum dan keadilan adalah salah suatu perbuatan yang baik sesuai dengan 
firman Allah swt pada QS al-Nahl/16:97 
ô tΒ Ÿ≅ Ïϑtã $ [sÎ=≈ |¹  ÏiΒ @ Ÿ2sŒ ÷ρr& 4 s\Ρé& uθ èδ uρ ÖÏΒ ÷σ ãΒ …çµ ¨Ζt Í‹ós ãΖn=sù Zο4θ u‹ ym Zπt6 ÍhŠsÛ ( óΟßγ ¨Ψtƒ Ì“ ôf uΖs9 uρ 
Ν èδ tô_ r& Ç |¡ ômr' Î/ $tΒ (#θçΡ$ Ÿ2 tβθè=yϑ÷è tƒ ∩∠∪  
Terjemahnya :  
”Barang siapa mengerjakan kebaikan baik laki-laki maupun perempuan dalam 
keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang 
baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang 
telah mereka kerjakan”.1 0 
Ayat ini menampilkan prinsip yang menjadi dasar bagi pelaksanaan janji dan 
ancaman. Prinsip tersebut berdasarkan keadilan, tanpa membedakan seseorang  
                                                           
9PERMA No.1 Tahun 2014, poin. A 
1 0Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (PT. Sinergi Pustaka 
Indonesia, 2012) h. 378-379 
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dengan yang lain kecuali atas dasar pengabdiannya. Prinsip itu adalah: Barang siapa 
yang mengerjakan amal shaleh, apapun jenis kelaminnya baik laki-laki maupun 
perempuan, sedang dia adalah mukmin, yakni amal yang dilakukannya lahir atas 
dorongan keimanan yang sahih, maka sesungguhnya pasti akan Kami berikan 
kepadanya masing-masing kehidupan yang baik di dunia ini dan sesungguhnya akan 
Kami beri balasan kepada mereka semua di dunia dan di akhirat dengan pahala yang 
lebih baik dan berlipat ganda dari apa yang telah mereka kerjakan. 
Seseorang dapat dinilai beramal saleh apabila ia dapat memelihara nilai-nilai 
sesuatu sehingga kondisinya tetap tidak berubah sebagaimana adanya dan, dengan 
demikian, sesuatu itu tetap berfungsi dengan baik dan bermanfaat. Dicakup juga oleh 
kata beramal saleh upaya seseorang menemukan sesuatu yang hilang atau berkurang 
nilainya, tidak atau kurang berfungsi dan bermanfaat lalu melakukan aktivitas 
(perbaikan) sehingga yang kurang atau hilang itu dapat menyatu kembali dengan 
sesuatu itu. Yang lebih baik dari itu adalah siapa yang menemukan sesuatu yang telah 
bermanfaat dan berfungsi dengan baik, lalu ia melakukan aktivitas yang melahirkan 




                                                           
1 1 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an (Ciputat: 
Penerbit Lentera Hati, 2009) h. 717-718 
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Dan juga sesuai dengan hadis Rasulullah saw : 
 ُﻤِﻠَْﳚَﻻ ِﻢِﻠْﺴُﻤْﻟا ﻮُﺧَأ ُﻢِﻠْﺴُﻤْﻟا َلَﺎﻗ َﻢﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﻠَﺻ ِﷲا َلﻮُﺳَر نَأ ِﻪِﻴَﺑأ ْﻦَﻋ ِِﱂ ﺎَﺳ ْﻦَﻋ ْﻦَﻣ ُﻪُﻤِﻠْﺴُﻳ َﻻَو ُﻪ
 َنﺎَﻛ ًَﺔﺑْﺮُﻛ َﺎِ ُﻪْﻨَﻋ ُﷲا َجﺮَـﻓ ًَﺔﺑْﺮُﻛ ٍﻢِﻠْﺴُﻣ ْﻦَﻋ َجﺮَـﻓ ْﻦَﻣَو ِﻪِﺘَﺟ ﺎَﺣ ِْﰲ ُﷲا َنﺎَﻛ ِﻪْﻴِﺧَأ ِﺔَﺟ ﺎَﺣ ِْﰲ ِم ْﻮَـﻳ ِبَﺮُﻛ ْﻦِﻣ
 ِﺔَﻣ ﺎَﻴِﻘْﻟا َمْﻮَـﻳ ُﷲ ا َُﻩﺮَـﺘَﺳ ﺎًﻤِﻠْﺴُﻣ َﺮَـﺘَﺳ ْﻦَﻣَو ِﺔَﻣﺎَﻴِﻘْﻟا) . (ﻢﻠﺴﻣ ﻩاور  
Artinya :    
Dari Salim, dari ayahnya, sesungguhnya Rasulullah Saw Bersabda: “Seorang 
Muslim saudara bagi muslim lainnya, dia tidak boleh menzhaliminya dan 
tidak boleh pula membiarkannya teraniaya. Barang siaa memenuhi kebutuhan 
saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa yang 
membantu kesulitan saudaranya, maka Allah akan membantu kesulitan-
ksulitannya pada hari kiamat. Barang siapa menutupi aib saudaranya, maka 
Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat.” (HR. Muslim).1 2 
Pelaksanaan sidang keliling pada hakikatnya sama dengan sidang biasa 
dikantor pengadilan baik dalam aspek penerapan hukum acara, administrasi maupun 
teknis peradilan. Perbedaannya adalah pada aspek pelayanan kepada pencari keadilan. 
Pelaksanaan sidang keliling berpedoman pada Keputusan Ketua Muda Urusan 
Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor 04/TUADA-AG/II/2011 dan Nomor 20/SWK/SK/II/2011 tentang petunjuk 
pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 10 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B. Dalam Petunjuk Pelaksanaan Bantuan 
Hukum tersebut diatur pula mengenai pelaksaan sidang keliling, yakni pada Bab III 
mengenai penyelenggaraan Sidang Keliling pada pasal 6 diatur sebagai Berikut: 
1. Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah membuat perencanaan, 
pelaksanaan dan sekaligus pengawasan sidang keliling selama satu tahun 
sesuai kebutuhan. 
                                                           
1 2Muhammad Fuad Abdul Baqi, Shahih Muslim li Al-Imam Abu Al-Husain Muslim bin al-
Hajjaj al-Qusyairi an-Naisburi (Cet-I, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010). h. 417. 
21 
 
2. Sidang keliling dilaksanakan berdasarkan keputusan Ktua PA/MS yang 
menyebutkan lokasi, waktu dan petugas/pejabat yang melaksanakan tugas. 
3. Ketua PA/MS harus mengatur jymlah perkara yang ditangani dalam satu 
kali sidang keliling untuk menjamin efektifitas dan efisien 
pelaksanaannya. 
4. Ketua PA/MS melakukan koordinasi dengan pejabat dan pihak terkait 
agar pelaksanaan sidang keliling berjalan secara efektif dan efisien dengan 
tetap menjaga independensi dan martabat lembaga pengadilan. 
5. Proses penanganan perkara dalam sidang keliling tidak boleh menyalahi 
hukum acara yang berlaku. 
6. Pelaksanaan mediasi dapat dilakukan di lokasi sidang keliling, namun 
pelaksanaannya tetap berpedoman pada PERMA No 1 Tahun 2008 
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
7. Pendaftaran perkara dilakukan oleh pihak yang bersangkutan atau oleh 
kuasanya dengan menggunakan surat kuasa hukum 
8. Penerimaan perkara baru dapat dilakukan di lokasi sidang keliling. 
9. Permohonan berperkara secara prodeo di lokasi sidang keliling tetap 
berpedoman kepada Petunjuk Pelaksanaan Tentang Perkara Prodeo. 
10. Petugas sidang keliling sekurang-kurangnya terdiri dari satu Majelis 
Hakim, satu Panitera Pengganti, dan satu petugas administrasi 
11. Dalam hal tertentu hakim juga mengikut sertakan hakim mediator. 
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12. Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban keuangan sidang 
keliling mngacu kepada peraturan direktur jendral perbendaharaan 
Kementrian Keuangan RI No. 66 tahun 2005.1 3 
2. Tujuan sidang Keliling 
Sidang keliling bertujuan untuk : 
1. Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan 
dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan (justice for all dan 
justice for the poor). 
2. Mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan 
3. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum syari’at 
Islam yang penegakannya menjadi tugas dan fungsi serta wewenang 
Pengadilan.1 4 
3. Bentuk sidang keliling  
Sidang keliling ada dua bentuk, yakni : 
a. Sidang Keliling Tetap 
Sidang keliling tetap adalah sidang keliling yang dilaksanakan secara berkala 
di suatu tempat yang telah ditetapkan dan diadakan secara rutin dalam setiap tahun. 
Untuk menentukan sidang keliling tetap harus dipenuhi kriteria antara lain: 
                                                           
1 3Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah 
Agung RI No 04/TUADA-AG/II/2011 Tentang Pelaksanaan SEMA RI No. 10 Tahun 2010 Tentang 
Pedoman Bantuan Hukum, Lampiran B. Bab III, Pasal 6 
1 4Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama 
No.1/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang keliling Di Lingkungan Peradilan Agama, 
BAB I PENDAHULUAN 
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1. Daerah terpencil, yakni daerah yang jauh dari lokasi kantor/gedung 
pengadilan di dalam wilayah kabupaten/kota dimana gedung pengadilan 
tersebut berkedudukan. 
2. Daerah kabupaten lain yang belum ada kantor pengadilan, yang masih 
dalam wilayah yurisdiksinya. 
3. Daerah yang fasilitas sarana transportasinya sangat sulit terjangkau. 
4. Daerah yang lokasinya jauh dan sulit sehingga mengakibatkan tingginya 
biaya pemanggilan ke wilayah tersebut. 
5. Perkara masuk dari wilayah terserbut berdasarkan data perkara selama 3 
(tiga) tahun terakhir. 
Penetapan sidang keliling tetap dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi 
Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh setelah mendapatkan persetujuan dari Direktorat 
Jendral Badan Peradilan Agama MA-RI atas usul ketua Pengadilan Setempat.  
b. Sidang Keliling Insidentil 
Sidang keliling insidentil adalah sidang keliling yang dilakukan sewaktu-
waktu di luar sidang keliling tetap atas permintaan atau usul dari : 
1. Masyarakat setempat 
2. Pemerintah daerah setempat, kepala desa/kelurahan 
3. Instansi pemerintah lainnya. 
4. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mewakili masyarakat 
setempat, atau  
5. Perguruan tinggi di daerah hukum pengadilan setempat. 
Keputusan sidang keliling insidentil ditetapkan oleh ketua pengadilan dengan 
tembusan kepada ketua pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh dan 
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Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Keputusan sidang 
keliling insidentil dengan memperhatikan kriteria sebagaimana sidang keliling tetap. 
Khusus sidang keliling insidentil di luar negeri yang dilaksanakan oleh Pengadilan 
Agama Jakarta Pusat dilakukan atas permintaan Kementrian Luar Negeri RI.1 5 
c. Persiapan Sidang Keliling 
1. Sarana PraSarana  
Sidang keliling dapat dilaksanakan di : 
1. Kantor Pemerintah setempat seperti (Kecamatan/Kelurahan),  
2. Gedung milik Pengadilan Negeri,  
3. Kantor Perwakilan Negara RI di liar negeri, atau  
4. Tempat/gedung lainnya.  
Perlengkapan untuk sidang keliling sekurang-kurangnya terdiri dari:Meja 
sidang, Kursi sidang, Kursi para pihak dan saksi, Bangku panjang untuk menunggu, 
Meja tulis/kursi biro, Lambang Negara, Bendera merah putih, Bendera Pengadilan, 
Lemari, Filling cabinet, Meja tulis/kursi, Palu sidang, Perlengkapan sumpah, 
Perlengkapan Majelis, Emergency light, Laptop, Alat cetak (printer), Koneksi 
internet, Taplak meja sidang warna hijau. 
Penyediaaan sarana peralatan/perlengkapan untuk siding keliling tetap 
maupun insidentil disesuaikan dengan keperluan dan keadaan setempat. 
2. Jenis perkara 
Jenis perkara yang dapat diajukan melalui sidang keliling diantaranya adalah: 
a. Isbat Nikah yaitu Sebagaimana tersebut dalam buku II 
                                                           
1 5Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama 
No.1/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang keliling Di Lingkungan Peradilan Agama,  
BAB II Penyelenggaraan Sidang Keliling. 
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b. Cerai Gugat yaitu Gugatan cerai yang diajukan oleh istri 
c. Cerai Talak yaitu Permohonan cerai yang diajukan oleh suami 
d. Penggabungan perkara isbat dan cerai gugat/talak apabila pernikahan tidak 
ada bukti pernikahannya dan akan mengajukan perceraian. 
e. Hak asuh Anak yaitu Gugatan/permohonan hak asuh anak yang belum 
dewasa. 
f. Penetapan ahli waris yaitu Permohonan sebagai ahli waris yang sah. 
Apabila ada suatu perkara yang sedang disidangkan dalam sidang keliling 
tetapi belum selesai, sedang anggaran DIPA untuk pelaksanaan sidang keliling 
tersebut telah habis sehingga tidak ada sidang keliling lanjutan, maka pemeriksaan 
dilanjutkan di gedung pengadilan dimana pengadilan itu berkedudukan. 
3. Petugas  
Tim Pelaksanaan Sidang Keliling pada dasarnya sekurang-kurangnya terdiri 
dari : 
a. 1 Majelis Hakim (3 orang Hakim) 
b. 1 orang Panitera Pengganti. 
c. 1 orang Petugas Administrasi 
Dalam hal-hal tertentu sidang keliling mengikut sertakan : 
a. 1 orang Mediator 
b. 1 orang pejabat penanggung jawab 
c. 1 orang Jurusita /Jurusita Pengganti  
4. Pelaksanaan Sidang Keliling 
1. Penetapan Pelaksanaan Sidang Keliling  
26 
 
a. Setiap akan dilaksanakan sidang keliling, ketua pengadilan membuat SK 
Pelaksanaan Sidang Keliling yang memuat : 
1. Lokasi/tempat dilaksanakan siding keliling: 
2. Waktu pelaksanaan; serta 
3. Menentukan majelis hakim, panitera pengganti, jurusita pengganti dan 
petugas administrasi, untuk melaksanakan tugas sidang keliling 
b. Bagi daerah-daerah yang tidak memungkinkan pendaftaran perkara sidang 
keliling dilakukan di kantor pengadilan, maka pendaftaran perkara harus 
dilakukan di tempat sidang keliling akan dilaksanakan. Ketua pengadilan 
menugaskan kepada pegawai atau panitera pengganti dan jurusita 
pengganti melaksanakan tugas penerimaan dan pendaftaran perkara 
ditempat sidang keliing dilaksanakan. Pendaftaran perkara pada sidang 
keliling ini dilakukan secara terpadu dan menyatu dengan rencana sidang 
keliling. 
c. Petugas tersebut berangkat lebih awal agar dapat menampung pendaftaran 
perkara dari masyarakat setempat. 
d. Radius pemanggilan oleh jurusita pengganti dihitung dari tempat sidang 
keliling ke tempat kediaman para pihak pencari keadilan, yang ditetapkan 
dengan keputusan ketua pengadilan berdasarkan data atau realitas 
setempat 
e. Tenggang waktu antara pendaftaran, pemanggilan dengan sidang harus di 
perhitungkan sesuai dengan hukum acara 
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f. Administrasi perkara sidang keliling harus dipersiapkan dengan baik agar 
tertib administrasi dapat terlaksana sesuai pola Bildalmin (pembinaan dan 
pengendalian administrasi pengadilan). 
g. Selama berlangsung sidang keliling, pendaftaran perkara baru dapat 
diterima dan disidangkan pada sidang keliling berikutnya. 
2. Pendaftaran perkara 
a. Pendaftaran perkara sidang keliling dilakukan di kepaniteran pengadilan 
setempat sesuai prosedur administrasi perkara 
b. Bagi daerah-daerah yang tidak memungkinkan pendaftaran perkara 
dilakukan di kantor pengadilan, pendaftaran perkara dapat dilakukan 
kepada petugas yang telah berada dilokasi dimana akan diselenggarakan 
sidang keliling, sebelum sidang keliling dilaksanakan. 
c. Petugas menerima pendaftaran perkara yang berada di lokasi sidang 
keliling, setiap menerima perkara baru harus melaporkan adanya 
pendaftaran perkara baru ke kantor pengadilan yang bersangkutan melalui 
email atau media komunikasi lainnya untuk mendapat nomor perkara dan 
diproses ke dalam register perkara 
d. Petugas meja satu setelah menerima laporan adanya pendaftaran perkara 
baru dari petugas yang berada di tempat sidang keliling, segera 
memproses sesuai prosedur penerimaan perkara dan memberitahukan 
kepada petugas di lokasi sidang keliling mengenai nomor pendaftaran 
perkara 
e. Pendaftaran perkara dapat juga dilakukan secara online dengan 
memanfatkan teknologi informasi. 
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f. Pembayaran panjar biaya perkara harus dilakukan melalui bank atau dapat 
juga ditransfer melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) atau internet 
banking. 
g. Apabila di daerah sekitar lokasi sidang keliling tidak terdapat bank, maka 
pembayaran adapat dilakukan kepada petugas pengadilan yang berada di 
lokasi sidang keliling. 
h. Pembayaran panjar biaya perkara dengan menggunakan bukti transfer 
melalui ATM atau internet banking, pendaftarannya dilakukan setelah 
diverifikasi oleh kasir atau petugas yang ditunjuk 
i. Dalam hal permohonan perkara secara prodeo, maka berlaku ketentuan 
sebagaimana di atur dalam SEMA Nomor 10 tahun 2010. 
j. Pelaksanaan administrasi kepaniteraan sidang keliling berpedoman pada 
Buku II Petunjuk Teknis Administrasi yang sudah direvisi yang 
diterbitkan oleh Mahkamah Agung. 
3. PMH,Penunjukan PP dan Jurusita/Jurusita Pengganti, PHS dan Pemanggilan 
a. Penetapan Majelis Hakim (PMH), Penunjukan Panitera Pengganti dan 
Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Penetapam Hari Sidang masing-masing 
dibuat sesuai dengan pola Bindalimin. Format surat surat tersebut 
mengacu kepada Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama 
MA-RI Nomor 0156/DJA/HK.05/SK/II/2012 Tentang Standarisasi 
Formulir Kepaniteraan Peradilan Agama: 
b. Penetapan Hari Sidang ditetapkan oleh ketua majelis hakim sesuai dengan 
SK Ketua Pengadilan tentang penetapan sidang keliling 
c. Pemanggilan sidang dilakukan sesuai tata cara pemanggilan. 
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4. Persidangan adan Mediasi 
a. Majekis Hakim berangkata menuju ke lokasi sebelum dilaksanakannya 
sidang keliling, dan kembali kekantor pengadilan setelah selesai sidang 
b. Ketua pengadilan menentukan hari keberangkatan Majelis Hakim ke 
lokasi sidang kelilig yang disesuaikan dengan jadwal dan lokasi sidang 
yang telah ditetapkan 
c. Pada hari sidang yang telah ditetapkan majelis hakim melakukan 
persidangan dengan tata cara sesuai dengan hukum acara 
d. Panitera pengganti yang ikut bersidang, segera melaporkan hasil sidang 
setiap perkara ke kantor pengadilan yang bersangkutan 
e. Dalam hal upaya mendamaikan harus melalui proses mediasi, maka 
ditunjuk hakim mediator yang telah disiapkan atau apabila tidak ada, maka 
sala satu hakim dari anggota majelis hakim ditunjuk menjadi mediator. 
5. Ikrar Talak dan Akta Cerai 
a. Bagi permohonan ikrar talak yang dikabulkan, maka ikrara talak 
dilakukan dalam sidang keliling berikutnya setelah putusan izin ikrar talak 
berkekuatan hukum tetap 
b.     Apabila tidak ada sidang keliling berikutnya, baik karena ketiadaan 
anggaran atau karena sebab lain, maka ikrar talak dilaksanakan di kantor 
pengadilan 
c. Akta cerai dapat diterbitkan dan diterimakan kepada para pihak setelah 
ikrar talak di ucapkan di tempat sidang keliling. 
d. Apabila akta cerai tidak dapat diterbitkan dan diterimakan pada saat 
setelah ikrar talak, maka diberikan pada saat sidang keliling berikutnya 
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e. Pada perkara gugatan cerai yang dikabulkan, pengambilan akta cerai dapat 
dilakukan di kantor pengadilan setelah putusan cerai berkekuatan hokum 
tetap atau di tempat sidang keliling pada jadwal persidangan berikutnya 
f. Apabila tidak ada sidang keliling berikutnya, ktua pengadilan menugaskan 
seseorang pegawai yang ditunjuk untuk menerimakan akta cerai kepada 
para pihak di lokasi dimana dahulu dilaksanakan sidang keliling. Baiaya 
perjalanan petugas tersebut dibebankan kepada DIPA pengadilan 
setempat. 
g. Apabila hal ini tidak dimungkinkan, maka akta cerai diberikan di kantor 
pengadilan.1 6 
B. Penyelesaian Perkara Perceraian 
1. Pengertian Perceraian 
Perceraian dalam istilah fikih disebut talak atau furqah. Talak berarti 
“membuka ikatan”, “membatalkan perjanjian”. Furqah berarti “bercerai”, lawan dari 
“berkumpul” kemudian kedua perkataan ini dijadikan istilah oleh ahli-ahli fikih yang 
berarti perceraian antara suami istri.1 7 Ta’rif talak menurut bahasa Arab mempunyai 
arti “melepaskan ikatan”. Yang dimaksud disini adalah melepaskan ikatan 
perkawinan. 
Talak menurut bahasa adalah membuka ikatan, sedangkan menurut syara’ 
adalah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.1 8 Talak 
                                                           
1 6Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama 
No.1/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang keliling Di Lingkungan Peradilan Agama, 
BAB II h. 8-13 
1 7Kamal mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan (Jakarta: Bulan Bintang, 
1974), h.156. 
1 8Djaman Nur, Fiqh Munakahat (Cet. I; Semarang: Dina Utama, 1993), h.134. 
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menurut istilah adalah memutuskan tali perkawinan yang sah dari pihak suami 
dengan kata-kata khusus, atau dengan apa yang dapat mengganti kata-kata tersebut 
atau menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan 
itu istri tidak lagi halal untuk suaminya. 
Perceraian juga dapat diartikan adalah pengakhiran suatu perkawinan Karen 
suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutatn dari salah satu pihak atau kedua 
belah pihak dalam perkawinan. Menurut pasal 208 KUH per, peceraian atas 
persetujuan suami-istri tidak dapat diperkenankan. 
Adapun alasan-alasan yang mengakibatkan perceraian menurut pasal 209 
KUH per yakni: 
(a) Zina 
(b) Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat selama 5 tahun 
(c) Mendapata hukuman penjara 5 tahun atau lebih karena dipersalahkan 
melakukan kejahatan 
(d) Penganiayaan berat yang dilakukan suami terhdap istri atau sebaliknya, 
sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau di aniaya.1 9 
2. Pendaftaran Perkara dan Pemanggilan Para Pihak 
Berdasarkan ketentuan HIR dan RBg, pengajuan perkara perceraian dilakukan 
secara tertulis dan dapat pula dilakukan secara lisan bagi yang tidak bisa baca tulis 
atau bagi orang yang tidak memiliki keahlian untuk membuatnya secara tertulis, dan 
dalam mengajukan perkara pengadilan berwenang member nasihat dan bantuan 
kepada pihak dalam mengajuan perkara, mengenai bagaimana mengajukan dan 
menformulasi suatu tuntutan hak. 
                                                           
1 9 Simanjuntak, Hukum Perdata di Indonesia (Cet. III ; JAakarta: Kencana, 2017) h. 47 
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Surat permohonan/gugatan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan ke 
kepaniteraan Pengadilan Agama, penggunggat/pemohon menuju ke Meja 1 yang akan 
menaksir besarnya panjar biaya perkara yang dituangkan dalam Surat Kuasa Untuk 
Membayar (SKUM). Besarnya panjara biaya perkara diperkirakan mencukupi biaya 
pemeriksaan perkara sampai selesai dan diputuskan. Biaya penyelesaian perkara 
meliputi biaya kepaniteraan dan materai, biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa 
dan biaya sumpah, baiya pemeriksaan setempat dan tindakan lain hakim, biaya 
pemanggilan, pemberitahuan, dan lai-lain atas perintah pengadilan. 
Bagi yang tidak mampu dapat mengajukan perkara prodeo (gratis) dan 
membuktikan ketidakmampuannya dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa 
setempat yang dilegalisir camat, jika permohonan prodeo diterima biaya perkara di 
tulis dengan 0,00. Permohonan prodeo ditulis bersamaan dalam surat 
gugatan/permohonan dengan menyebutkan alasannya di dalam posita dan 
permintaannya dibagian petita. Tergugat/termohon dapat pula berperkara secara 
prodeo diwaktu pemeriksaan prodeo saat ia memberikan jawabannya. Pengadilan 
memeriksa permohonan tersebut dan bila terbukti benar-benar tidak mampu dan 
pihak lawan tidak keberatan berperkara secaa prodeo permohonannya dikabulkan 
dengan putusan sela dengan biaya pemeriksaan ditanggung oleh Negara. 
Pemohon/penggugat membayar panjar biaya perkara di Meja Kasir yang akan 
menerima dan mencatatnya kemudian menandatangani SKUM yang diserahkan 
kembali kepada pemohon/penggugat. Selanjutnya berkas perkara dan 
kelengkapannya didaftarkan ke Meja II yang akan mencatat ke dalam Register Induk 
Perkara dan memberi Nomor perkara sesuai nomor yang diberikan di kasir, berkas 
perkara diserahkan ke wakil Panitera untuk disampaikan ke Ketua Pengadilan yang 
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akan Menujuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. Untuk 
membantu Majelis Hakim, Penitera Menunjuk panitera sidang yang akan mencatat 
jalannya sidang, membuat berita acara pemeriksaan, penetapan, putusan, dan 
melaksanakan semua perintah hakim dalam menyelesaikan perkara. Untuk menjadi 
Panitera Sidang dapat ditunjuk Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, atau Panitera 
Pengganti. 
Hakim yang menyidangkan perkara adalah Majelis yang sekurang-kurangnya 
berjumlah tiga orang, kecuali undang-undang menentukan lain, seorang sebagai ketua 
dan dua lainnya sebagai anggota, kata “sekurang-kurangnya”, menunjukan bahwa 
Majelis Hakim bias lebih dari tiga orang, namun jumlahnya mesti ganjil karena jika 
terjadi perbedaan pendapat, perkara dapat diselesaikan dan diputuskan berdasarkan 
pertimbangan suara. Jika mayoritas hakim telah sependapat maka, meskipun ketua 
majelis, hakim yang kalah suara harus menerima pendapat itu dan ia dapat 
menuliskan pendapatanya dalam sebuah buku catatan hakim yang khusus disediakan 
untuk itu yang disimpan oleh Ketua Pengadilan dan bersifat rahasia. Buku catatan itu 
memuat nama hakim yang tidak sependapat, kedudukannya dalam Majelis, nomor 
perkara, tanggal putusan, pendapat hakim tersebut, serta alasan-alasannya dan 
selanjutnya di paraf. 
Penetapan Hari Sidang (PHS) dilakukan Oleh Majelis Haim dipimpin oleh 
ketua Majelis dengan Mempelajari berkas perkara dan menetapkan hari, tanggal, serta 
jam kapan perkara untuk pertama kalinya disidang dan memerintahkan untuk 
memanggil pihak-pihak disertai dengan pemberitahuan bahwa mereka dapat 
mempersiapkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang akan diajukan dalam persidangan. 
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Khusus perkara perceraian penetapan hari sidang tidak boleh melampaui 30 hari sejak 
perkara resmi terdaftar di pengadilan.  
Penetapan hari sidang selain sidang pertama, tidak perlu dengan penetapan 
PHS lagi, dan dapat ditentukan dan dicatat saja dalam Berita Acara Pemeriksaan. 
Selanjutnya sebelum persidangan untuk memeriksa suatu perkara dimulai, 
maka akan dilakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang berperkara, sesuai 
perintah ketua Majelis dan penetapan hari sidang, Jurusita/Jurusita Pengganti yang 
sah melakukan pemanggilan kepada para pihak di wilayah hukum pengadilan Agama 
tempat jurusita/jurusita pengganti bertugas.  
Pemanggilan disampaikan langsung kepada pribadi yang dipanggil di tempat 
tinggalnya, panggilan kepada tergugat dilampiri salinan surat gugatan/permohonan, 
jika tidak dijumpai panggilan disampaikan melalui lurah/kepala desa setempat, bila 
yang dipanggil sudag meninggal dunia, panggilan disampaikan kepada ahli warisnya, 
jika tempat kediamannya tidak diketahui panggilan disampaikan melalui bupati yang 
akan mengumumkannya dipapan pengumuman persidangan, bila yang dipanggil 
berada di luar negeri panggilan disampaikan melalui Departemen Luar Negeri RI 
Jakarta. Jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan, harus dalam 
tenggang waktu yang patut, sekurang-kurangnya tiga hari kerja. 
Khusus perkara perceraian, bila tempat kediaman tergugat/termohon tidak 
jelas, tidak diketahui atau tidak memiliki tempat kediaman yang tetap, panggilan 
dilakukan dengan menempelkan dipapan pengumuman pengadilan Agama dan 
diumumkan juga melalui beberapa surat kabar atau media masa sebanyak dua kali, 
jarak antara panggilan pertama dengan panggilan kedua satu bulan dan jarak antara 
pemanggilan kedua dengan hari persidangan sekurang-kurangnya tiga ulan. Bagi 
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tergugat yang berkediaman di luar negeri jarak antara pemanggilan dengan 
persidangan minimal enam bulan sejak didaftarkannya perkara. 
Penyampaian relaas (Berita Acara Pemanggilan) kepada para pihak harus 
dilakukan secara resmi (langsung di tempat tinggal pribadi yang dipanggil atau sesuai 
dengan ketentuan di atas) dan patut (tenggang waktu minimal tiga hari dari jadwal 
persidangan) dan di tandatangani oleh jurusita/jurusit pengganti dan orang yang 
menerima panggilan, pengadilan pengadilan berkewajiban melaksanakannya dan 
kelalaian terhadap ketentuan pemanggilan tersebut diancam dengan batalnya 
pemeriksaan dan putusan yang dihasilkan meskupun para pihak dalam persidangan. 
Jika pihak yang dipanggil berkediaman di wilayah Pengadilan Agama lain, 
jurusita/jurusita pengganti meminta bantuan ke Pengadilan Agama lain itu agar 
Jurusita.Jurusita Penggantinya memanggil Pihak tersebut, setelah disampaikan 
kepada terpanggil, relaas panggilan dikirim ke Pengadilan Agama yang meminta 
bantuan. 
Khusus sengketa perceraian  selama proses persidangan demi kebaikan suami 
istri beserta anak-anaknya, untuk menghindari bahaya, pengadilan dapat mengizinkan 
suami istri tidak tinggal dalam satu rumah melalui gugat Provisionil  dan karena 
proses perceraian tidak dapat dijadikan alasan bagi suami melalaikan kewajiban 
nafkah bagi istrinya dan kewajiban suami terhadap anak-anaknya pengadilan dapa 
menentukan nafkah yang harus ditanggung suami, keperluan pemeliharaan dan 
pendidikan anak, menjamin keutuhan harta istri, harta suami, dan harta bersama 
suami istri agar harta mereka tidak terlantar atau tidak terurus sehingga merugikan 
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keduanya dan juga merugikan pihak ketiga. Dan apabila sebelum putusan dihasilkan 
sumi/istri meninggal dunia gugatan perceraian menjadi gugur.2 0 
Menurut pasal 39 UUP, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang 
pengadilan setelh pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil 
mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup 
alasan , bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami 
istri.2 1 
3. Pemeriksaan Perkara 
Setelah perkara terdaftar dan ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan 
penunjukan Ketua Majelis beserta Anggota Majelis dan Panitera sidangnya maka 
selanjutnya berkas perkara beserta penetapan PMH diserahkan kepada Hakim Ketua 
Majelis yang ditunjuk untuk dipelajarinya. Berdasarkan PMH tersebut, Ketua Majelis 
mengeluarkan penetapan hari sidang (PHS) yang menetapkan kapan hari/tanggal/jam 
sidang pertama akan dimulai. 
Berdasarka PHS tersebut, petugas panggil, yaitu jurusita/Jurusita Pengganti 
atau pejabat lain yang ditunjuk Oleh Ketua Pengadilan Agama akan memanggil 
pihak-pihak ke muka sidang sesuai Waktu dan tempat yang telah ditentukan di dalam 
PHS. Pada sidang pertama ini penggugat akan membacakan gugatannya, sehingga 
mulailah terjadi jawab-berjawab (replik duplik) antara pihak-pihak. Selesai replik-
duplik maka mulailah memeriksa bukti-bukti (Pembuktian). Selanjutnya penyusunan 
konklusi (kesimpulan) masing-masing oleh para pihak. 
                                                           
2 0Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama dalam kerangka Fiqh al-Qadha (Cet. II; 
Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h. 10-15 
 
2 1
 Simanjuntak, Hukum Perdata di Indonesia, h. 62 
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Dari gambaran tersebut, terlihatlah bahwa pemeriksaan suatu perkara di muka 
sidang terdiri dari tahap-tahap atau fase-fase yang tertib dan teratur.2 2 
4. Anjuran Damai 
Pada sidang pertama jika kedua belah pihak hadir maka pengadilan berusaha 
mendamaikan mereka, jika berhasil perkara diakhiri dengan perdamaian yang 
dituangkan dalam Akta Perdamaian yang kekuatan Hukumnya sama dengan Putusan. 
Hasil akhir perdamaian harus benar-benar hasil kesepakatan melalui kehendak 
bebas kedua belah pihak, sebab perdamaian dipandang dari sudut Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHP/BW).2 3 Hakim dalam melaksanakan fungsi 
mendamaikan harus senantiasa memerhatikan beberapa aspek itu sehingga tidak 
terjadi bentuk perdamaian yang dihasilkan merupakan kehendak sepihak dari pihak 
yang kuat. 
Dalam Sengketa perceraian anjuran damai menjadi satu asas hukum acara 
peradilan Agama yang menjadi kewajiban hakim untuk mengupayakannya dalam 
setiap kesempatan pemeriksaan. Upaya mendamaikan menjadi kewajiban hukum bagi 
hakim yang bersifat imperatif  terutama dalam sengketa perceraian atas alasan 
perselisihan dan pertengkaran, upaya yang ditempuh oleh hakim harus merupakan 
usaha yang nyata dan opyimal bahkan jika tidak berhasil pada sidang pertama dapat 
terus diupayakan selama perkara belum diputus dan dalam proses tersebut hakim 
dapat meminta bantuan kepada orang atau badan hukum lain yang ditunjuk, seperti 
mediator. Berbeda dengan kasus perceraian dengan alasan lain semisal zina, cacat 
                                                           
2 2Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2007) h. 134 
2 3Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama dalam kerangka Fiqh al-Qadha (Cet.II; 
Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h. 19 
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badan atau jiwa yang berakibat tidak dapat melaksanakan kewajiban atau perkara 
lainnya di luar perceraian, upaya mendamaikan bukan merupakan kewajiban hukum, 
tetapi fungsinya merupakan kewajiban moral.2 4 
Bahkan menurut M. yahya Harahap, putusan perkara perceraian atas alasan 
perselisihan dan pertengkaran yang belum memenuhi usaha mendamaikan secara 
optimal dapat dibatalkan demi hukum, karena dianggap belum memnuhi tata tertib 
beracara dan untuk itu pengadilan banding atau kasasi harus memerintahkan 
pemeriksaan ulang melalui putusan sela untuk mengupayakan perdamaian secara 
optimal. 
Asas kewajban mendamaikan bagi Peradilan Agama diatur dalam bebagai 
Produk peraturan perundang-undangan, diantaranya di dalam pasal 56 ayat (2),65, 70, 
82, 83, penjelasan ayat (4) pasal 82 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama, pasal 39 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan, Pasal 31-32, penjelasan pasal 16 dan ayat (2) pasal 31, Peraturan 
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Perkawinan, Pasal 115, 143, 144 Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang 
Kompilasi Hukum Islam.2 5 
Baik dicapai keepakatan ataupun tidak, hasil dari mediasi tetap dibawa ke 
pengadilan dan para pihak menghadap kembali kepada majelis hakim. Apabila 
dicapai kesepakatan maka kesepakatan tersebut harus di rumuskan secara tertulis 
                                                           
2 4M. Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU. No.7 
Tahun 1989), (Cet-II, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), h.48-50 
2 5Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama dalam kerangka Fiqh al-Qadha (Cet. II; 
Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h. 21 
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serta di tandatangani para pihak dan mediator memeriksa kembali kesepakatan 
tersebut untuk menghindari adanya kesepakatan yang saling bertentangan.  
Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam mediasi hingga batas waktu yang 
ditentukan, mediator wajib menyatakan bahwa proses mediasi gagal dan 
memberitahukan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara.2 6 
5. Pembacaan Gugatan 
Pembacaan surat gugatan ini dibacakan oleh penggugat atau oleh kuasa 
sahnya, kecuali kalau penggugat buta huruf aatu menyerahkannya kepada panitera 
sidang. Di tingkat banding dan di tingkat kasasi lain halnya, yang membacakan segala 
berkas yang perlu itu, adalah panieta langsung, sebab pihak tidak hadir lagi di muka 
sidang.2 7  Setelah gugatan dibacakan, sebelum tahap jawaban tergugat, penggugat 
berkesempatan untuk menyatakan sikap sehubungan dengan gugatannya. Ada tiga 
kemungkinan sikap penggugat: 
a. Mencabut Gugatan: pencabutan gugatan dapat dilakukan dalam tiga 
kesempatan, yaitu sebelum diperiksa, sebelum tergugat menyampaikan 
jawaban, dan sesuadah jawaban tergugat. Gugatan dapat dicabut secara 
sepihak selama perkara belum diperiksa atau tergugat memberikan 
jawaban, jika sudah diperiksa dan tergugat sudah memberikan jawabannya 
maka pencabutan harus dengan persetujuan tergugat untuk melindungi 
kepentingannya sehubungan dengan waktu dan biaya yang telah 
dikeluarkan untuk memberi jawaban, dengan dicabutnya gugatan 
                                                           
2 6 Bambang Sugeng, sujayadi, Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi 
(cet. I, Jakarta: Kencana, 2012) h. 28 
2 7Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2007) h. 100 
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penggugat dianggap telah melepaskan haknya sehingga perkara tidak 
dapat diajukan lagi. 
b. Mengubah gugatan: perubahan yang sifatnya menambahkan, 
menyempurnakan, menegaskan atau menjelaskan gugatan atau 
mengurangi tuntutan dapat diizinkan asal tidak mengubah tuntutan pokok, 
perubahan dan/atau penambahan tidak boleh sedemikian rupa sehingga 
pokok perkara menjadi lain dari materi penyebab perkara. 
c. Tetap mempertahankan gugatan: Maka pemeriksaan dilanjutkan dengan 
jawaban tergugat.2 8 
6. Jawaban Tergugat 
Jawaban tergugat dapat diberikan secara tertulis atau lisan yang harus dihadiri 
oleh tergugat atau kausa hukumnya. Jika tidak dihadiri oleh tergugat atau kuasa 
hukumnya mskipun ada mengirimkan surat jawaban tertulis, maka jawaban itu tidak 
diperhatikan dan dianggap tidak pernah ada kecuali jawaban tersebut berisi eksepsi 
bahwa pengadilan tersebut tidak berwenang mengadili. 
Eksepsi adalah tangkisan/sanggahan terhadap gugatan yang bukan mengenai 
pokok perkara, untuk mengindari gugatan dengan meminta hakim menetapkan 
gugatan tidak diterima. Eksepsi dapat didasarkan pada hukum formal meliputi 
persoalan kewenangan absolute (jenis perkara, jenis pengadilan, dan tingkatan 
pengadilan) ataupun kewenangan relative (tempat mengajukan perkara/ wilayah 
hukum pengadilan), eksepsi nebis in idem (suatu perkara tidak dapat diputus dua 
kali), eksepsi diskualificatoir (penggugat tidak punya hak/kepentingan “point de 
                                                           
2 8Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama dalam kerangka Fiqh al-Qadha (Cet. II; 
Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h. 23 
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interent poin de action” atau salah gugat) dan eksepsi karena abscuur libel (gugatan 
kabur). Eksepsi juga bias didasarkan pada hukum materil yang terdiri dari 
eksepsidelatoir(belum memenuhi syarat hukum/belum waktunya digugat) dan eksepsi 
prematoir (terlambat mengajukan gugatan karena pemutihan dan/atau daluwarsa). 
Bentuk dan jawaban tergugat terhadap gugatan penggugat ada beberapa 
kemungkinan: 
Pertama, tergugat mengaku bulat-bulat keseluruhan gugatan penggugat 
sehingga gugatan dianggap terbukti dan dapat dikabulkan seluruhnya. Dalam perkara 
perceraian meskipun tergugat mengakui keseluruhan alasan-alasan perceraian, namun 
hakim harus berusaha menemukan kebenaran materil alasan-alasan itu dengan alat 
bukti yang cukup, hal ini harus dilakukan mengingat meskipun perceraian merupakan 
perbuatan halal tetapi dibenci Allah Swt. Di samping prinsip undang-undang 
perkawinan untuk mempersukar terjadinya perceraian dan untuk mengindari 
terjadinya perceraian atas dasar kesepakatan sehingga sami istri melakukan 
kebohongan untuk bercerai. 
Kedua, mungkir mutlak sehingga pemeriksaan terus berlanjut, ketiga, 
mengaku dengan klausa (syarat) sehingga harus diterima secara utuh dan tidak boleh 
dipisah-pisah, keempat, referte atau jawaban yang berbelit-belit sehingga 
pemeriksaan diteruskan, dan kelima, tergugat mengajukan reconvontie. 
Reconvontie adalah gugatan balik dari tergugat sehubungan dengan 
jawabannya terhadap gugatan penggugat terhadapnya. Dengan adanya reconvontie, 
maka penggugat convontie (asal) sekaligus berkedudukan sebagai tergugat 
reconvontie dan tergugat convontie (asal) juga berkedudan sebagai penggugat 
reconvontie. Reconvontie berguna untuk menggabungkan dua tuntutan yang saling 
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berhubungan sehingga mempermudah prosedur, menetralisir tuntutan asal, 
menghindari putusan saling bertentangan, acara pembuktian dapat dipersingkat dan 
disederhanakan sehingga menghemat biaya.2 9 
7. Replik Tergugat 
Setelah tergugat memberikan jawabannya, selanjutnya kesempatan beralih 
kepada penggugat untuk memberikan replik yang menanggapi jawaban tergugat 
sesuai dengan pendapatnya. Penggugat mungkin mempertahankan gugatan dan 
menambah keterangan untuk memperjelas dalil-dalilnya atau malah mengubah sikap 
dengan membenarkan jawaban/bantahan tergugat.3 0 
8. Duplik Tergugat  
Setelah Replik penggugat maka bagi tergugat dapat membalasnya dengan 
mengajukan duplik yang kemungkinan sikapnya sama seperti replik penggugat. 
Replik dan duplik (jawab-menjawab) dapat terus diulangi sampai dapat titik temu dan 
dianggap cukup oleh hakim.3 1 
9. Pembuktian 
Pembuktian merupkan rangkaian tindakan hakim dalam melaksanakan tugas 
pokok pemeriksaan perkara, yaitu mengonstatir perkara, hakim harus pasti akan 
kebenaran peristiwa yang dikonstatirnya sehingga hasil konstatiringnya itu bukan 
sekadar dugaan atau kesimpulan yang dangkal dan gegabah. Hakim harus 
menggunakan sarana atau alat-alat untuk memastikan dirinya tentang kebenaran 
peristiwa yang bersangkutan. 
                                                           
2 9Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama dalam kerangka Fiqh al-Qadha, h. 24 
3 0Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama dalam kerangka Fiqh al-Qadha, h.25 
3 1Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama dalam kerangka Fiqh al-Qadha, h.26 
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Membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu 
fakta/peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian 
yang berlaku. Tujuannya dalah untuk mendapatkan kepastian bahwa suatu 
peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan 
yang benar dan adil. 
Hakim membebankan kepada para pihak untuk menghadirkan bukti masing-
masing, penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatnya dan tergugat harus 
membuktikan dalil-dalil bantahannya. Dalam hal ini penggugat tidak harus 
membuktikan kebenaran sanggahan tergugat, begitu juga tergugat tidak mesti 
membuktikan semua fakta yang diajukan penggugat. Apabila penggugat tidak dapat 
membuktikan dalil gugatannya ia dianggap kalah, begitu juga jika tergugat tidak 
dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya ia dinyatakan kalah. 
Alat-alat bukti yang dapat dikemukakan di muka sidang terdiri dari: Alat 
bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, pemeriksaan di tempat, saksi 
ahli, pembukuan dan Pengetahuan hakim. Tiap-tiap alat bukti mempunyai kekuatan 
pembuktian tersendiri menurut hukum pembuktian.3 2 
Hal-hal yang perlu di tekankan dalam tahap embuktian ini antara lain: 
a. Setiap pihak mengajukan alat bukti, hakim perlu menanyakan kepada 
pihak lawannya, apakah ia keberatan/tidak. Jika alat bukti saksi yang 
dikemukakan, hakim juga harus memberi kesempatan kepada pihak 
lawannya jika ada sesuatu yang ingin dinayatakan oleh pihak lawan 
tersebut kepada saksi. 
                                                           
3 2Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama dalam kerangka Fiqh al-Qadha, h. 26 
44 
 
b. Semua alat bukti  yang disodorkan oleh pihak, harus disampaikan kepada 
ketua Majelis lalu ketua majelis memperlihatkannya kepada para hakim 
dan pihak lawan dari yang mengajukan bukti. 
c. Keaktifan mencari dan menghadirkan bukti di muka sidang adalah tugas 
pihak itu sendiri dan hakim hanya membantu kalau dimintai tolong oleh 
pihak, sperti pemanggilan saksi.3 3 
10. Kesimpulan Para Pihak 
Setelah tahap pembuktian berakhir sebelum dibacakan keputusan, para pihak 
diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan 
mereka terhadap hasil pemeriksaan selama persidangan. Konklusi sifatnya membantu 
Hajelis Hakim, pihak yang sudah biasa berperkara biasanya selalu membuat catatan-
catatan penting mengenai persidangan dan catatan itulah biasa diajukan sebagai 
konklusi.3 4 Karena kita tahu bahwa hakim itu juga manusia biasa yang kemampuan 
ingatannya terbatas, disamping mungkin ada diantara sidang-sidang yang hakim 
anggotanya berganti dan itulah perlunya konklusi.  
11. Musyawarah Majelis Hakim 
Terhadap hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan selanjutnya majelis hakim 
akn melakukan sidang tertutup untuk melakukan perundingan dalam merumuskan 
putusan melalui musyawarah Majelis Hakim. Musyawarah majelis hakim 
dilaksanakan secara rahasia dan tertutup untuk umum.3 5 
                                                           
3 3Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2007) h. 137 
3 4Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama dalam kerangka Fiqh al-Qadha (Cet. II; 
Jakarta: Rajawali Pers, 2013) Hal. 27  
3 5Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama dalam kerangka Fiqh al-Qadha (Cet. II; 
Jakarta: Rajawali Pers, 2013) Hal. 28 
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Dikatakan rahasia artinya, baik dikala musyawarah maupun sesudahnya, 
kapan dan dimana saja, hasil musyawarah majelis tersebut tidak boleh dibocorkan 
sampai diucapkan dalam keputusan yang terbuka untuk umum.3 6 
Tujuan diadakannya Musyawarah adalah untuk menyamakan persepsi agar 
perkara yang diadili dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai ketentuan 
hukum yang berlaku. Ketua Majelis memimpin musyawarah dengan member 
kesempatan kepada hakim anggota mengemukakan pendapatnya, setiap hakim 
mempunyai hak yang sama dalam mengkonstatir, mengualifisir, dan mengonstituir 
perkara. 
Majelis Hakim, karena jabatannya, harus menambah dasar-dasar hukum yang 
tidak dikemukakan para pihak, majelis wajib memberi keputusan semua bagian 
gugatan dan dilarang memutuskan tentang hal-hal yang tidak dimohonkan, hasil 
musyawarah hanya dapat diketahui pada saat dibacakan dalam sidang terbuka untuk 
umum.3 7 
Hasil (keputusan) musyawarah majelis hakim ditandatangani oleh semua 
hakim tanpa panitera sidang dan ini merupakan lampiran dari Berita Acara Sidang 
dan inilah nanti yang akan dituangkan ke dalam dictum keputusan.3 8 
12. Pembacaan Putusan 
Pembacaan putusan dilakukan oleh Ketua Majelis, jika putusannya terlalu 
panjang dapat dilakukan secara bergantian antara anggota majelis dengan ketentuan 
                                                           
3 6Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2007) hal. 138 
3 7Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama dalam kerangka Fiqh al-Qadha (Cet. II; 
Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h. 29 
3 8Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2007) h. 139 
46 
 
bagian pendahuluan dibacakan oleh Ketua Majelis , bagian duduknya perkara 
dibacakan oleh Hakim Anggota yunior dan tentang hukumnya dibacakan oleh hakim 
anggota senior, sedangkan amar putusan dibacakan kembali oleh Ketua Majelis. 
Pengucapan putusan dilakuan dalam sidang terbuka untuk umum, setelah 
keputusan selesai terkonsep dengan rapi. Dalam perkara perceraian putusan 
perveraian diucapkan dalam sidang terbuka, dan suatu perceraian berikut akibat-
akibatnya dianggap terjadi terhitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang telah 
berkekuatan hukum tetap. 
 Panitera pengadilan wajib mengirim salinan putusan kepada pegawai pencatat 
yang akan memasukkan dalam daftar putusan perceraian. Kelalaian pengiriman 
salinan putusan menjadi tanggung jawab panitera jika menimbulkan kerugian bagi 











                                                           
3 9Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama dalam kerangka Fiqh al-Qadha (Cet.II; 
Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h. 30 
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau field research kualitatif 
deskriptif dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan  bersumber dari 
hasil wawancara, dokumen serta arsip dari pihak-pihak yang terkait dalam proses 
sidang keliling  yang diteliti di pengadilan Agama Bima.  
2. Lokasi Penelitian 
Dalam penyusunan skripsi ini penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan 
Agama Bima kelas 1B karena pengadilan tersebut mempunyai wewenang menangani 
perkara sidang keliling yang dalam halnya menangani masalah perceraian, isbat nikah 
dan sebagainya. Selain itu, Pengadilan Agama Bima Kelas 1B memudahkan penulis 
dalam meneliti serta memperoleh data dan informasi demi terpenuhinya  tujuan 
penelitian penulis. 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan : 
1. Normatif  
Pendekatan Normatif yaitu pendekatan masalah yang berpedoman pada 
aturan-aturan dalam hukum Islam baik berupa Al-qur’an, hadis, maupun pemikiran 





2.  Yuridis.  
Pendekatan Yuridis berupa perundang-undangan dan peraturan yang terkait 
dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. 
C. Sumber Data 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang di peroleh langsung di lokasi penelitian yaitu di 
Pengadilan Agama Bima. Sumber data primer ini adalah hasil dari wawancara 
terhadap pihak-pihak yang mengetahui dan menguasai permasalahan yang akan di 
bahas di lokasi penelitian.1 
2.   Data Sekunder 
Cara lain yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yaitu dengan 
wawancara kepada para responden, baik itu hakim maupun pihak-pihak yang terkait 
dengan sidang keliling. Dalam hal ini penulis menggunakan pedoman wawancara 
agar responden dapat dengan mudah memberikan jawaban dan penjelasan secara 
terstruktur mengenai data dan informasi yang dibutuhkan. Selain itu penulis juga 
menggunakan dokumentasi sebagai literatur yang mendukung perluasan wawasan 
atau sudut pandang penyusun, peraturan perundang-undangan dan variabel lain yang 
berkaitan dengan proses sidang keliling di Pengadilan Agama Bima.2 
3.   Data Tersier 
Yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap 
data primer dan data sekunder, misalnya kamus-kamus dan ensiklopedia. 
                                                           
1Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Amiruddin dan Zainal 
Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 30. 
2Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen yang resmi, buku-buku, hasil-hasil 




D. Metode Pengumpulan Data 
Dalam rangka memperoleh data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis 
melakukan pengumpulan data dengan cara yakni melalui metode penelitian 
kepustakaan (field research). 
1. Metode Penelitian Kepustakaan (library research) 
Metode penelitian kepustakaan (library research) merupakan penelitian 
yang dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data dengan jalan 
membaca dan menelusuri literature-literatur yang berhubungan dengan 
masalah yang diteliti. 
2. Metode Deskriptif Kualitatif  
Metode deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk 
mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan 
keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan 
apa yang sebenarnya terjadi.  
E. Instrumen Penelitian 
Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian atau alat 
peneliti adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus “diuji validasi”. Uji validasi 
merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan 
data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Suatu instrumen dikatakan valid apabila 
mampu mencapai tujuan pengukurannya, yaitu mengukur apa yang ingin diukurnya 
dan mampu mengungkap mengapa yang ingin diungkapkan. 
Peneliti kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus 
penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, 
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menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas 
temuannya.3 
Instrumen lain yang digunakan dalam penelitian ini merupakan instrumen 
Non test, yang berupa:  
1. Interview 
Interview yang sering disebut juga dengan wawancara atau kuesioer lisan 
adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh 
informasi dari narasumber. 
2. Observasi 
Dalam hal ini pengamatan langsung, baik berupa rekaman, gambar, dan 
rekaman suara. 
3. Dokumentasi 
Penulis mengambil data dengan mengamati dokumen-dokumen dan arsip-
arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait, dalam hal ini pihak  pengadilan 
Agama Bima Kelas 1B. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisi Data 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara  kualitatif 
terhadap data primer dan data sekunder. Penarikan kesimpulan menggunakan alur 
pemikiran induktif dari data-data yang bersifat khusus menjadi data yang bersifat 
umum. Data yang diperoleh dari PA Bima dan bahan-bahan yang dibutuhkan tentang 
prosedur sidang keliling dideskripsikan, dianalisis, dan disimpulkan  secara induktif 
untuk menjawab permasalahan penelitian. Deskripsi ini meliputi isi dan struktur 
                                                           
3Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Bandung: 




hukum positif dan hukum Islam yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan 
permasalahn hukum yang menjadi objek penelitian. 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Dalam pengujian keabsahan data tersebut dilakukan dua cara sebagai berikut : 
1. Meningkatkan ketekunan 
Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat 
dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat 
melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak, 
sehingga dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa 
yang diamati dan meningkatkan kredibilitas data. 
2. Menggunakan bahan referensi. 
Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk 
membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai  contoh, data hasil 
wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara sehingga data yang 
didapat menjadi kredibel atau lebih dapat dipercaya. Jadi, dalam penelitian ini peneliti 






SIDANG KELILING DAN EFEKTIVITASNYA DALAM PENYELESAIAN 
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS I B 
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bima  
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Bima 
Sejarah pengadilan Agama Bima erat hubungannya dengan datangnya 
Islam di pulau sumbawa dan sejarah kerajaan Bima itu sendiri. Oleh karena 
kedatangan Islam di Bima terjadi sejak zaman kolonial belanda. 
Setelah kemerdekaan, sebagaimana Pengadilan Agama pada umumnya 
pada mulanya pengadilan Agama Bima ‘bagian’ merupakan kantor Departemen 
Agama kabupaten Bima. Dengan terbitnya penetapan menteri Agama No. 5 tahun 
1958 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah di sulawesi, 
Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Barat, maka bersama 32 Pengadilan Agama, 
Pengadilan Agama Bima secara hukum resmi terbentuk. Sekalipun demikian 
secara de facto gedung Pengadilan Agama Bima baru berdiri pada tahun 1976. 
Dasar hukum berdirinya Pengadilan Agama Bima: 
1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1957 tentang Menetapkan 
Peraturan tentang Pengadilan Agama di Luar Jawa-Madura. 
2) Penetapan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 1958 tentang Pembentukan 
Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah di Sulawesi, Nusa Tenggara, 
Maluku, dan Irian Barat.  
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bima 
VISI 
“Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, 
efektif, efisien serta mendapat kepercayaan publik, profesional dalam
54 
 
memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi 
masyarakat serta mampu menjawab panggilan publik”. 
MISI 
1) Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan serta 
memenuhi rasa keadilan masyarakat; 
2) Mewujudkan Pengadilan Agama yang mandiri dan independen bebas dari 
campur tangan pihak lain; 
3) Memperbaiki akses pelayanan kepada masyarakat; 
4) Memperbaiki kualitas input internal pada proses keadilan; 
5) Mewujudkan pengadilan agama yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati; 
















3. Wilayah Yurisdiksi  
Kota Bima 
 
Bima adalah sebuah kota otonom yang terletak di Pulau Sumbawa bagian 
timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Secara geografis Kota Bima terletak 
di bagian timur Pulau Sumbawa pada posisi 118°41’00”-118°48’00” Bujur Timur dan 
8°20’00”-8°30’00” Lintang Selatan. Kota Bima terdiri dari 5 kecamatan yakni 
Kecamatan Raba, Kecamatan Mpunda, Kecamatan Rasanae Barat, Kecamatan 
Rasanae Timur dan Kecamatan Asakota. 
Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:  
Utara        : Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima 
Selatan     : Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima 
Barat        : Teluk Bima 
Timur       : Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima 
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Kabupaten Bima  
 
Kabupaten Bima adalah sebuah kabupaten di Nusa Tenggara Barat, 
Indonesia.Ibu kotanya ialah Woha.Kabupaten Bima merupakan salah satu Daerah 
Otonom di Provinsi Nusa Tenggara Barat, terletak di ujung timur dari Pulau 
Sumbawa bersebelahan dengan Kota Bima (pecahan dari Kota Bima).Secara 
geografis Kabupaten Bima berada pada posisi 117°40”-119°10” Bujur Timur dan 
70°30” Lintang Selatan. 
Kabupaten Bima memiliki 18 kecamatan, yakni : 
1) Kecamatan Ambalawi 
2) Kecamatan Belo 
3) Kecamatan Bolo 
4) Kecamatan Donggo 
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5) Kecamatan Lambitu 
6) Kecamatan Lambu 
7) Kecamatan Langgudu 
8) Kecamatan Madapangga 
9) Kecamatan Monta  
10) Kecamatan Palibelo 
11) Kecamatan Parado 
12) Kecamatan Sanggar 
13) Kecamatan Sape 
14) Kecamatan Soromandi 
15) Kecamatan Tambora 
16) Kecamatan Wawo 
17) Kecamatan Wera 













4. Struktur Organisasi 
 
 






B. Proses Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling 
di Pengadilan Agama Bima Tahun 2017 
 Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung pasal 1 ayat (8) ditentukan sidang 
keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu 
oleh pengadilan di suatu tempat yang ada dalam wilayah hukumnya tetapi di luar 
tempat kedudukan pengadilan.1  
 Menurut ketua pengadilan agama bima yang melatar belakangi pelaksanaan 
sidang keliling pengadilan agama bima ini yang pertama, merupakan salah satu dari 
prinsip Goodgoverment (pemerintahan yang baik). Termasuk pengadilan  juga 
mempunyai fungsi pemerintahan juga tunduk pada asas-asas Goodgoverment yakni 
public service (pelayanan publik yang baik). Salah satu implementasi pelayanan yang 
baik terhadap publik itu adalah  bagaimana sidang itu tidak harus dilaksanakan 
dikantor pengadilan agama yang memang di jl. Gatot subroto kota bima ini 
tempatnya tetapi lebih mendekati kepada domisili para pihak yaitu orang-orang yang 
jauh dari jangkauan pengadilan. Kita mendekati kesana dengan maksud supaya 
mereka lebih mudah dan lebih terbantu. Dengan mendekat itu maka biaya transportasi 
akan lebih murah, lebih mudah dijangkau. Kedua salah satu asas dari peradilan yakni 
sederhana, cepat dan biaya ringan.2 
 Menurut hakim Muhammad Isna Wahyudi latar belakang sidang keliling ini 
juga adalah salah satu program justice for the poor, selain sidang keliling ada perkara 
secara prodeo (biaya perkara secara gratis) dan posbakum (pos bantuan hukum) dan 
                                                           
1 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan 
Hukum. 




ketiga program ini ada anggaran dari Negara. Yang dimana sidang keliling adalah 
sidang yang dilakukan di luar gedung pengadilan. Yaitu untuk daerah-daerah yang 
jauh dari jangkauan gedung pengadilan, sehingga akses masyarakat ke gedung 
pengadilan dari segi biaya dan transportasi itu sulit.3  
 Prinsip dan penjelasan diatas tersebut sejalan dengan Firman Allah dalam QS. 
Al-Maidah/5:2 
Ÿω uρ (#θ çΡuρ$ yè s? ’ n?tã ÉΟ øOM}$# Èβ≡ uρô‰ãè ø9 $# uρ 4 (#θ à) ¨?$# uρ ©! $# ( ¨β Î) ©!$# ß‰ƒ Ï‰x© É>$ s) Ïè ø9 $# ∩⊄∪   
Terjemahan: 
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” 
Mengenai lokasi sidang keliling telah disebutkan dalam pasal 11 ayat (1) 
Bagian dua penyelenggaraan sidang keliling Surat Edaran Mahkamah Agung RI 
Nomor 10 Tahun 2010: “Sidang keliling dilaksanakan di lokasi yang jauh dari Kantor 
Pengadilan Agama atau di lokasi yang menyulitkan para pencari keadilan baik dari 
segi biaya, transportasi maupun proses apabila sidang dilaksanakan di kantor 
Pengadilan Agama.4 
Pengadilan agama bima kelas 1B telah mengadakan sidang keliling 
sebagaimana ketentuan yang berlaku sesuai dengan surat keputusan Ketua Muda 
Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 1/SK/TUADA –
AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama. 
                                                           
3 Muhammad Isna Wahyudi, Hakim Pengadilan Agama Bima, wawancara (tanggal 19 
Desember 2018). 




 Dari hasil penelitian menunjukan bahwa pengadilan agama bima telah 
melaksanakan sidang keliling di sembilan kecamatan di kabupaten bima yaitu 
kecamatan bolo, kecamatan sape, kecamaan wawo, kecamatan ambalawi, kecamatan 
monta, kecamatan lambu, kecamatan belo, kecamatan woha dan kecamatan palibelo 
pada tahun 2017.  
 Pelaksanaan sidang keliling dalam proses penyelesaian perkara perceraian di 
pengadilan agama bima kelas 1B dibagi menjadi 5 tahap yaitu penetapan pelaksanaan 
sidang keliling; persiapan sidang keliling; PMH, Penunjukan PP dan jurusita/ Jurusita 
Penggati, PHS, dan Pemanggilan; Persidangan dan mediasi; Ikrar talak dan akta cerai; 
1. Persiapan sidang keliling di pengadilan agama bima  
a. Penetapan pelaksanaan sidang keliling 
Sebelum menentukan waktu dan tempat sidang keliling pengadilan agama 
bima terlebih dahulu mempertimbangkan daerah mana yang yang akan ditempati utuk 
pelaksanaan sidang keliling. Hal yang menjadi pertimbangan yaitu: 
1. Di alokasikannya anggaran oleh pemerintah yang dicantumkan didalam daftar 
isian perkara yaitu finansial yang disediakan leh Negara yaitu untuk bisanya 
terlaksana sidang keliling. Hal ini disampaikan oleh bapak Moh. Faishol 
Hasanuddin. 
2. Daerah yang akan dituju untuk pelaksanaan sidang keliling jauh dari 
jangkauan pengadilan Agama bima, serta akses masyarakat dalam segi biaya 
dan transportasi  yang sulit. 
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3. Prinsip-prinsip pemerintahan yang bagus, adanya asas sederhana, cepat dan 
biaya ringan,adanya asas bahwa Negara turut campur memberikan keadilan 
sosial, keadilan yang nyata terhadap kesulitan mereka.5  
Setelah mendapatkan lokasi yang sesuai dengan kriteria diatas, ketua 
pengadilan agama bima kemudian menetapkan lokasi yang akan dituju dengan 
tembusan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Direktorat Badan 
Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. 
 
b. Persiapan sarana dan prasarana 
Setelah seluruh pihak telah menyepakati dimana tempat untuk melakukan 
sidang tersebut. Hakim majelis datang kesitu, panitera pengganti datang sambil 
membawa berkas, kemudian uniform adalah uniform yang resmi  seperti persidangan 
pada umumnya, majelisnya tetap pake toga dan pake jubah, dan Panitera Pengganti 
juga pake jas. Pake dasi resmi. Sarana yang biasa digunakan oleh pengadilan agama 
bima untuk pelaksanaan sidang keliling adalah kantor urusan agama juga kadang 
kantor kecamatan setempat. Selain mempersiapkan gedung tempat sidang keliling, 
pengadilan agama bima juga mempersiapkan meja sidang dengan taplak meja 
berwarna hijau, kursi sidang, palu, papan nama majelis hakim, anggota serta panitera, 
bendera pengadilan yang di posisikan disebelah kiri, dan bendera merah putih di 
sebelah kanan, lambang garuda, sepanduk sidang keliling dan serta atribut-atribut 
lainnya.6 
                                                           
5 H. Moh. Faishol Hasanuddin, Ketua Pengadilan Agama Bima. Wawancara (Tanggal 20 
Desember 2018). 
 




c. Jenis perkara yang dapat didaftarakan pada sidang keliling di pengadilan 
agama bima 
Perkara yang didaftarkan pada sidang keliling di pengadilan agama bima yaitu 
perkara yang ringan yang dalam dua kali persidangan bisa langsung di putus. Seperti 
yang dijelaskan pada Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan 
Lingkungan Pengadilan Agama Nomor 1 Tahun 2013 antara lain: 
a. Isbat Nikah yaitu Sebagaimana tersebut dalam buku II 
b. Cerai Gugat yaitu Gugatan cerai yang diajukan oleh istri 
c. Cerai Talak yaitu Permohonan cerai yang diajukan oleh suami 
d. Penggabungan perkara isbat dan cerai gugat/talak apabila pernikahan tidak 
ada bukti pernikahannya dan akan mengajukan perceraian. 
e. Hak asuh Anak yaitu Gugatan/permohonan hak asuh anak yang belum 
dewasa. 
f. Penetapan ahli waris yaitu Permohonan sebagai ahli waris yang sah.7 
Berdasarkan penjelasan ketua pengadilan agama bima dari hasil penelitian 
peneliti, semua jenis perkara dapat diterima, namun yang menjadi prioritas adalah 
perkara yang mudah penyelesaiannya. Dan perkara yang paling dominan diajukan 
oleh para pencari keadilan adalah perkara cerai gugat, cerai talak dan isbat nikah 
(pengesahan nikah).8 
2. Pendaftaran Perkara perceraian Sidang Keliling di Pengadilan Agama Bima 
                                                                                                                                                                     
 
7 Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama 
Nomor 1 Tahun 2013. 





Adapun tatacara pendaftaran pelaksanaan sidang keliling di pengadilan agama 
bima yaitu: 
Seperti yang terlampir Pada Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung 
RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor 1 tahun 2013 pendaftaran 
perkara sidang keliling pada umumnya yaitu: 
a. Pendaftaran perkara sidang keliling dilakukan di kepaniteran pengadilan 
setempat sesuai prosedur administrasi perkara 
b. Bagi daerah-daerah yang tidak memungkinkan pendaftaran perkara 
dilakukan di kantor pengadilan, pendaftaran perkara dapat dilakukan 
kepada petugas yang telah berada dilokasi dimana akan diselenggarakan 
sidang keliling, sebelum sidang keliling dilaksanakan. 
c. Petugas menerima pendaftaran perkara yang berada di lokasi sidang 
keliling, setiap menerima perkara baru harus melaporkan adanya 
pendaftaran perkara baru ke kantor pengadilan yang bersangkutan melalui 
email atau media komunikasi lainnya untuk mendapat nomor perkara dan 
diproses ke dalam register perkara.9 
Namun pendaftaran perkara perceraian melalui sidang keliling oleh 
pengadilan agama bima berdasarkan hasil penelitian peneliti yaitu:   
a. Sebuah kecamatan bekerjasama dengan KUA yang telah di koordinasikan 
sebelumnya bahwa kita akan mengadakan sidang keliling di tempat itu,  
                                                           
9 Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama 
Nomor 1 tahun 2013 Bab II 
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b. Kemudian orang-orang yang bercerai (berperkara) datang ke KUA yang telah 
bekerjasama dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), yang terkait 
pemberdayaan mereka yang rentan terhadap hukum.  
c. LSM yang mempunyai ruang gerak terhadap pemberdayaan perempuan. 
Mereka di layani disitu yang mempunyai masalah itu datang kemudian di 
tampung masalahanya. 
d.  lalu dibuatkanlah disitu berdasarkan contoh yang diberikan oleh pengadilan 
agama dirumuskanlah surat gugatan, kemudian disebutkan persyaratan yang 
sudah pengadilan agama beritahu yakni, Ktp, Fotokopi Buku Nikah, dan atau 
paling tidak fotokopi Kartu Keluarga.  
e. Itu semua disiapkan kelengkapannya di level kecamatan, nanti setelah 
terkumpul, kemudian dibawa ke pengadilan agama, kemudian di daftarkan 
secara resmi dan dilakukan pemberkasan.1 0  
Namun terkadang Biasanya pengadilan berkoordinasi dulu dengan pemerintah 
setempat, lalu kantor urusan agama atau kantor camat setempat untuk tempat 
dilaksanakannya sidang keliling, namun dalam hal pendaftaran KUA biasanya 
menginventarisir untuk perkara-perkara yang diajukan itu, kemudian nanti diajukan 
secara kolektif. Kemudian pihak KUA mengumpulkan datanya barulah diajukan ke 
pengadilan agama, kemudian ke pengadilan agama nanti di ajukan gugatan, baru 
nanti ditentukan pelaksanaan sidang kelilingnya kapan oleh majelis Hakim.1 1 
3. PMH, Penunjukan PP dan Jurusita/Jurusita Pengganti, PHS dan Pemanggilan 
                                                           
1 0 H. Moh. Faishol Hasanuddin, Ketua pengadilan Agama Bima. Wawancara (Tanggal 20 
Desember 2018).  




a. Penetapan Majelis Hakim (PMH), Penunjukan Panitera Pengganti dan 
Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Penetapam Hari Sidang masing-masing 
dibuat sesuai dengan pola Bindalimin. Format surat surat tersebut 
mengacu kepada Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama 
MA-RI Nomor 0156/DJA/HK.05/SK/II/2012 Tentang Standarisasi 
Formulir Kepaniteraan Peradilan Agama: 
b. Penetapan Hari Sidang ditetapkan oleh ketua majelis hakim sesuai dengan 
SK Ketua Pengadilan tentang penetapan sidang keliling 
c. Pemanggilan sidang dilakukan sesuai tata cara pemanggilan.1 2 
Berdasarkan hasil wawancara dengan panitera muda hukum pengadilan 
agama bima menjelaskan bahwa:  
“Dalam hal tersebut, setelah adanya dana untuk program sidang keliling dari 
Mahkamah agung, panitera muda hukum berkoordinasi dengan ketua pengadilan, 
kemudian ditentukan majelis hakim serta petugas yang lain yang akan bertugas dalam 
sidang keliling, dan dalam persidangan di beberapa kecamatan, pengadilan agama 
menggunakan system rolling dalam hal panitera pengganti serta ketua majelis”.1 3 
Mengenai pemanggilan, bahwa para pihak dipanggil harus dengan tenggang 
waktu yang patut dan dilakukan oleh jurusita pengganti dimana sidang keliling ini 
sesuai dengan hukum acara yang sama. Namun sebelumnya, dilakukan pemanggilan 
                                                           
1 2 Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan 
Agama Nomor 1 tahun 2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Pengadilan Agama. 




pra persidangan yang diberitahukan oleh kepala desa setempat mengenai jadwal 
sidang yang telah ditetapkan oleh pengadilan.1 4 
4. Persidangan dan Mediasi pada sidang keliling di pengadilan agama bima 
Dalam Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan 
Pengadilan Agama No.1/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang keliling Di 
Lingkungan Peradilan Agama menyebutkan bagaiamana pelaksanaan persidangan 
dan mediasi pada sidang keliling sebagai berikut: 
a. Majelis Hakim berangkat menuju ke lokasi sebelum dilaksanakannya 
sidang keliling, dan kembali kekantor pengadilan setelah selesai sidang 
b. Ketua pengadilan menentukan hari keberangkatan Majelis Hakim ke 
lokasi sidang kelilig yang disesuaikan dengan jadwal dan lokasi sidang 
yang telah ditetapkan 
c. Pada hari sidang yang telah ditetapkan majelis hakim melakukan 
persidangan dengan tata cara sesuai dengan hukum acara 
d. Panitera pengganti yang ikut bersidang, segera melaporkan hasil sidang 
setiap perkara ke kantor pengadilan yang bersangkutan 
e. Dalam hal upaya mendamaikan harus melalui proses mediasi, maka 
ditunjuk hakim mediator yang telah disiapkan atau apabila tidak ada, maka 
sala satu hakim dari anggota majelis hakim ditunjuk menjadi mediator.1 5 
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Desember 2018). 
1 5 Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan 





Pada penjelasan di atas mengenai persidangan dan mediasi sidang keliling 
pada umumnya, berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Moh. Faishol 
Hasanuddin, selaku ketua pengadilan agama bima bahwa proses persidangan dan 
mediasi pada sidang keliling perkara perceraian di pengadilan agama bima yaitu: 
a. Setelah perlengkapan persidangan sudah siap semua, kemudian majelis 
membuka persidangan, panitera pengganti memanggil para pihak untuk 
masuk di ruangan persidangan,  
b. kemudian dicocokan  identitas tersebut dengan maksud supaya orang yang 
di adili itu betul-betul sesuai dengan siapa yang mendaftar.  
c. Setelah itu didamaikan dan mediator juga sudah siap. Karena di 
pengadilan agama bima belum ada mediator yang disiapkan yang berada 
di luar pengadilan (mediator luar). Maka salah satu hakim yang hari itu 
tidak sidang ditunjuk sebagai mediator. Namun sebelum dilakukan 
mediasi. Hakim tetap harus memberikan upaya perdamaian, karena itu 
merupakan kewajiban dari majelis, untuk lebih efektifnya maka tugas 
perdamaian itu dilanjutkan oleh mediator. Kemudian akan ada penundaan 
untuk laporan mediasi. 
d. Terhadap perkara yang kedua belah pihak hadir, karena sidang keliling itu 
terbatas paling cuma dua kali, persidangannya akan dilanjutkan di kantor 
pengadilan agama.  
e. jika yang hadir itu salah satu pihak saja dan pihak lawan tidak hadir, maka 
akan ditunda untuk persidangan selanjutnya,  
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f. pihak yang hadir akan diperintahkan untuk mempersiapkan saksi, karena 
pihak lawan tidak hadir maka tidak ada jawaban, langsung masuk ke 
pembuktian. 
g. Bukti surat sudah lengkap dari sejak semula sudah dimasukkan di berkas, 
yakni Buku Nikah, KTP. 
h. Masuklah ke pemeriksaan saksi. Saksinya memenuhi syarat secara 
materilnya juga menjelaskan apa yang menjadi pokok sengketa dan itu 
semua sudah mendukung dalil gugatan dan semuanya sudah tersimpulkan 
bahwa apa yang disebutkan bahwa dalil-dalil itu terbukti dan sesuai 
dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan dengan 
demikian sudah layak untuk dijatuhkan putusan, hari itu akan dibacakan 
putusan (verstek).1 6  
Karena kebanyakan perkara itu adalah perkara yang sudah parah, oleh karena 
itu sidang-sidang keliling itu biasanya yang masih bertahan itu satu atau dua perkara 
saja yang masih ingin mempertahankan hubungan. 
5. Ikrar Talak dan Akta Cerai 
a. Bagi permohonan ikrar talak yang dikabulkan, maka ikrar talak dilakukan 
dalam sidang keliling berikutnya setelah putusan izin ikrar talak 
berkekuatan hukum tetap 
b. Apabila tidak ada sidang keliling berikutnya, baik karena ketiadaan 
anggaran atau karena sebab lain, maka ikrar talak dilaksanakan di kantor 
pengadilan 
                                                           





c. Akta cerai dapat diterbitkan dan diterimakan kepada para pihak setelah 
ikrar talak diucapkan di tempat sidang keliling. 
d. Apabila akta cerai tidak dapat diterbitkan dan diterimakan pada saat 
setelah ikrar talak, maka diberikan pada saat sidang keliling berikutnya 
e. Pada perkara gugatan cerai yang dikabulkan, pengambilan akta cerai dapat 
dilakukan di kantor pengadilan setelah putusan cerai berkekuatan hukum 
tetap atau di tempat sidang keliling pada jadwal persidangan berikutnya 
f. Apabila tidak ada sidang keliling berikutnya, ketua pengadilan 
menugaskan seseorang pegawai yang ditunjuk untuk menerimakan akta 
cerai kepada para pihak di lokasi dimana dahulu dilaksanakan sidang 
keliling. Biaya perjalanan petugas tersebut dibebankan kepada DIPA 
pengadilan setempat. 
g. Apabila hal ini tidak dimungkinkan, maka akta cerai diberikan di kantor 
pengadilan.1 7 
Tabel Data Perkara Perceraian melalui Sidang Keliling Pengadilan 
Agama Bima Tahun 2017 
No. Tempat Waktu 
Pelaksanaan 
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No.1/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang keliling Di Lingkungan Peradilan Agama, 
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Sumber Data: Kepaniteraan Kantor Pengadilan Agama Bima Kelas 1B Tahun 2017 
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Sumber Data: Kepaniteraan Kantor Pengadilan Agama Bima Kelas 1B Tahun 2017 
Selain perincian dalam table di atas, data perkara sidang keliling di tiap 
kecamatan adalah sebagai berikut.  
 
No KECAMATAN PELAKSANAAN JUMLAH 
PERKARA 
1. Ambalawi Tanggal 12 Mei 2017 5 Perkara 
2. Monta Tanggal 19 Mei 2017 11 Perkara 
3. Lambu  Tanggal 26 Mei 2017 4 Perkara 
4. Belo  Tanggal 2 Juni 2017 4 Perkara 
5. Palibelo  Tanggal 14 Juli 2017 16 Perkara 
6. Sape  Tanggal 28 Juli 2017 14 Perkara 
7. Woha  Tanggal 18 Agustus 2017 11 Perkara 
8. Belo  Tanggal 15 September 
2017 
14 Perkara 
9. Bolo  Tanggal 29 september 
2017 
6 Perkara  
10. Palibelo  Tanggal 13 oktober 2017 11 Perkara 
11. Woha  Tanggal 20 oktober 2017 10 Perkara 
Sumber Data: Kepaniteraan Kantor Pengadilan Agama Bima Kelas 1B Tahun 2017 
Berdasarkan data perkara perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak 
tahun 2017 di Pengadilan Agama Bima bahwa jumlah perkara yang disidangkan 




Tabel Tim Sidang Keliling Pengadilan Agama Bima 
Di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima 
Tahun Anggaran 2017 
 












Mulyadi, S.Ag IV/B HAKIM 
ANGGOTA I 
3. 













St. Nur Rahman III/C PETUGAS 
ADMINISTRASI 
7. 
Zainal Arifin III/D PENANGGUNG 
JAWAB 
8. 
Mursil, S.H III/C JURUSITA 
Sumber Data: Kepaniteraan Kantor Pengadilan Agama Bima Kelas 1B Tahun 2017 
Tabel Koordinasi Sidang Keliling 
No NAMA/NIP GOL/RUANG KETERANGAN 
1. Ade Buhari Muslim, S.Sy III/D Jum’at, 07 April 
2017 2. Dra Nurkhairiyah III/D 




C. Faktor pendukung dan penghambat  penyelesaian perkara perceraian melalui 
sidang keliling di pengadilan agama bima Tahun 2017 
  Sidang keliling merupakan salah satu penjabaran dari asas justice for the poor 
(keadilan bagi masyarakat miskin) sekaligus merupakan salah satu usaha pengadilan 
agama dalam memberikan pelayanan hukum yang baik dan maksimal serta 
mendekatkan masyarakat dengan pengadilan. dalam pelaksanaannya tentu saja ada 
berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat jalannya persidangan keliling 
ini. 
  Adapun faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan sidang keliling di 
pengadilan agama bima menurut Bapak Muh. Faishol Hasanuddin, S.H, M.H selaku 
ketua pengadilan agama dan Bapak Muhammad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I selaku 
Hakim antara lain: 
1. Dana yang bertambah, karena dana adalah salah satu faktor pendukung 
terpenting terlaksananya sidang keliling, karena jika dananya kurang maka 
pelaksanaan sidang keliling akan terhambat. 
2. sarana transportasi yang baik,, karena ada mobil dinas untuk pelaksanaan 
sidang keliling.1 8 
3. Koordinasi yang sudah cukup bagus, jajaran pemerintah desa dan kecamatan 
serta instansi-instansi setempat wilayah hukum pengadilan agama bima 
memilki respon yang baik, mereka mempunyai kinerja, misalnya 
pemanggilan para pihak, karena pemanggilan para pihak pada pra sidang 
                                                           





keliling melalui kepala desa, mereka mempunyai kinerja, kepala desa pada 
umunya mempunyai karakter yang membantu.1 9 
Sedangkan  yang menjadi faktor penghambat jalannya sidang keliling di 
pengadilan agama bima antara lain: 
Yang pertama, Watak masyarakat yang keras. Terkadang ada masyarakat 
yang memang wataknya keras tidak mau diberi tahu dan ditegur. Yang kedua, ketidak 
disiplinan masyarakat dalam menghadiri persidangan. Kadang-kadang sudah di 
informasikan sebelumnya dan sudah ditentukan jamnya namun kadang mereka 
mengolor-ngolor waktu maka persidanganpun terhambat.  
Pihak yang lupa agenda persidangannya, misalnya lupa menghadirkan saksi 
pada persidangan, padahal sudah di kasih tau untuk menghadirkan saksi, namun lupa 
untuk menghadirkan saksi, kemudian ada yang menghadirkan saksi yang tidak 
mengetahui permasalahan. Kadang saksinya ditanya, malah menjawab tidak tau 
perkaranya, kadang karena lupa juga kadang terpengaruh oleh orang di luar. Bukan 
memperhatikan apa yang menjadi instruksi oleh majelis hakim, kadang lupa dengan 
jadwal sidang. karena tidak mencatat dan ada yang saksinya tidak punya kualifikasi. 
Kemudian selain yang disebutkan diatas, faktor yang menjadi penghambat juga 
yakni cuaca dan iklim yang kadang tidak mendukung serta medan yang ditempuh 
untuk sampai ke lokasi sidang keliling.2 0 
Dari keterangan narasumber diatas peneliti dapat melihat bahwa yang menjadi 
hambatan terbesar pada pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan pengadilan 
                                                           
1 9 H. Muhidin, Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima, Wawancara,( tanggal 21 Desember 
2018) 




agama bima adalah pengetahuan masyarakat yang masih minim mengenai apa saja 
yang harus dihadirkan pada saat persidangan, baik itu mengenai bukti serta saksi 
hingga lupa jadwal serta agenda persidangan, kemudian kurangnya disiplin 
masyarakat sehingga perkara mereka yang seharusnya dapat diselesaikan dengan 
cepat  menjadi tertunda, dan yang terakhir yaitu cuaca serta jarak tempuh yang 
kurang mendukung. 
D. Analisis terhadap proses penyelesaian perkara perceraian melalui sidang 
keliling di pengadilan Agama Bima 
Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian perkara 
perceraian melalui sidang keliling di pengadilan Agama Bima telah sesuai dengan 
prosedur Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan 
Pengadilan Agama No.1/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang keliling 
Di Lingkungan Peradilan Agama dan hukum acara yang berlaku. Dimana 
pelaksanaan sidang keliling ini dilaksanakan di luar kantor pengadilan agama bima 
untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang domisilinya jauh dari 
pengadilan, dari segi biaya transportasi dan jarak tempuh yang menyulitkan para 
pihak untuk menghadiri persidangan. Dan yang disidang kelilingkan hanya perkara 
yang ringan yang menjadi prioritas pengadilan yaitu perkara perceraian (cerai gugat, 
cerai talak), dan isbat nikah. 
Pelaksanaan sidang keliling dalam proses penyelesaian perkara perceraian di 
pengadilan agama bima dilakukan di kantor urusan agama (KUA) atau kantor 
kecamatan dalam wilayah hukum pengadilan. 
Prosesnya pun dimulai dengan pendaftaran, dimana pendaftaran perkara 
perceraian melalui sidang keliling, pengadilan agama bima berkoordinasi dengan 
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instansi setempat dengan mengirim surat ke kantor kecamatan, atau  kantor urusan 
agama dan lembaga swadaya masyarakat, kemudian setelah berkoordinasi pengadilan 
agama bima diberikan tempat untuk pelaksanaan sidang keliling, baik di kantor 
kecamatan juga kadang di kantor urusan agama, instansi tersebut bekerja sama lagi 
dengan kepala desa yang berada di kecamatn tersebut dan ditugaskan untuk 
menginformasikan terlebih dahulu kepada para pihak mengenai pendaftaran dan 
jadwal persidangan. 
kemudian para pihak mendaftarkan perkara dan para pihak yang ingin 
mengajukan alasan perceraian melalui Kantor urusan agama yang telah bekerjasama 
lembaga swadaya masyarakat, lalu dirumuskanlah disitu surat gugatan berdasarkan 
contoh yang dibuatkan oleh pengadilan agama. Setelah dirumuskan gugatan 
kemudian dilampirkan persyaratan seperti fotokopi buku nikah, dan ktp, setelah 
kelengkapannya sudah rampung, maka akan dibawa ke kantor pengadilan, dan 
didaftarkan secara resmi dan dilakukan pemberkasan. 
Lalu ketua pengadilan menunjuk majelis hakim dan majelis hakim membuat 
jadwal sidang, lalu jurusita ditugaskan untu pemanggilan para pihak sesuai dengan 
penetapan hari sidang tersebut, lalu berdasarkan hari sidang tersebut, semua pihak 
yang bertugas pada sidang keliling tersebut berangkat ke lokasi persidangan dengan 
membawa segala atribut yang digunakan dalam persidangan pada umumnya. 
Kemudian ketua majelis membuka persidangan dan panitera pengganti ditugaskan 
untuk memanggil para pihak untuk masuk ke ruang persidangan. 
Kemudian panitera mencocokkan identitas para pihak dan dilakukan 
perdamaian atau anjuran damai oleh hakim, setelah didamaikan oleh hakim di dalam 
ruangan persidangan, untuk lebih efektif, perdamaian para pihak dilanjutkan melalui 
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proses mediasi oleh mediator, karena pengadilan agama belum memiliki mediator di 
luar pengadilan, maka para pihak disuruh memilih salah satu nama hakim yang sudah 
tertulis dalam daftar nama-nama mediator, kemudian persidangan akan ditunda untuk 
laporan mediasi. 
Terhadap perkara perceraian yang kedua belah pihak hadir, persidangan akan 
dilanjutkan di pengadilan agama, namun jika yang hadir hanya salah satu pihak, maka 
persidangan akan ditunda untuk persidangan selanjutnya, dan pihak yang hadir akan 
di perintahkan untuk membawa saksi karena pihak lawan tidak hadir maka tidak ada 
jawaban dan langsung masuk ke tahap pembuktian. Kemudian jika bukti surat 
maupun saksi sudah lengkap serta semua sudah tersimpulkan dan sudah layak 
dijatuhkan putusan, maka dijatuhkanlah putusan (verstek). 
Dan mengenai ikrar talak, ikrar talak akan di ucapkan melalui persidangan 
selanjutnya jika masih ada persidangan selanjutnya, jika tidak ada maka ikrar talak 





A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian yang 
dilaksanakan oleh pengadilan agama bima pada tahun 2017 telah sesuai 
dengan prosedur dan hukum acara yang berlaku. Dimana sidang keliling 
hanya diadakan 2 kali sidang yang dilaksanakan setiap hari jum’at. Secara 
umum sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian tergolong 
kurang efektif karena ada beberapa permasalahan yang timbul yakni kurang 
maksimalnya tahapan-tahapan sidang keliling seperti jawab menjawab 
terutama bagi pihak non verstek karena sidang harus dilanjutkan di kantor 
pengadilan agama bima serta sasaran sidang keliling yang kurang tepat karena 
masih ada dua kecamatan yg masih sangat sulit untuk dilaksanakan sidang 
keliling sehingga alternatifnya sidang keliling tersebut dilaksanakan di 
kecamatan yg dekat dari kecamatan tersebut. Meskipun demikian sidang 
keliling tersebut memberikan banyak kemaslahatan jika dilihat dalam 
pelaksanaannya karena memberikan kemudahan transportasi dan waktu 
tempuh bagi pihak berperkara. 
2. Faktor pendukung pelaksanaan sidang keliling di pengadilan agama bima 
yakni dana yang bertambah dari pemerintahan pusat, kemudian Koordinasi 
yang sudah cukup bagus dari jajaran pemerintah desa dan kecamatan serta 




transportasi ke lokasi sidang yang telah memadai. Sedangkan faktor yang 
menjadi hambatan terbesar pada pelaksanaan sidang keliling yang 
dilaksanakan pengadilan agama bima adalah pengetahuan masyarakat yang 
masih minim mengenai apa saja yang harus dihadirkan pada saat persidangan, 
baik itu mengenai bukti serta saksi hingga lupa jadwal serta agenda 
persidangan, kemudian kurangnya disiplin masyarakat sehingga perkara 
mereka yang seharusnya dapat diselesaikan dengan cepat  menjadi tertunda, 
dan yang terakhir yaitu cuaca serta jarak tempuh yang kurang mendukung. 
B. Implikasi Penelitian 
Dari hasil penelitian  yang dilakukan oleh peneliti, pada implikasi ini 
dikemukakan beberapa saran atau masukan yang terkait dengan penelitian sebagai 
berikut: 
1. Bagi Pengadilan Agama Bima agar tetap terus memberikan pelayanan hukum 
yang terbaik bagi masyarakat termasuk dalam memilih sasaran yang tepat 
untuk pelaksanaan sidang keliling serta peningkatan mutu dan pelayanan 
sidang keliling untuk tahun-tahun berikutnya 
2. Untuk menjamin efektivitas sidang keliling peneliti berharap kiranya 
Mahkamah Agung selaku Jantungnya lembaga peradilan serta pengawas 
seluruh badan peradilan di Indonesia untuk memberikan teknis lengkap dan 
khusus bagi pelaksanaan sidang keliling demi tercapainya sidang keliling 
dalam menegakkan prinsip good government dan asas justice for the all serta 
melakukan pengawasan rutin di tiap-tiap lembaga peradilan di Indonesia serta 
terus berupaya menggagas terobosan-terobosan hukum bagi pemerataan 
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Ket : Wawancara dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bima 
Lokasi : Ruang Panitera Muda Bidang Hukum Pengadilan Agama Bima 
Waktu : 19 Desember 2018 / 09:00 
 
Ket : Wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima 
Lokasi : Ruang Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima 
Waktu : 19 Desember 2018 / 14:00 
 Ket : Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bima 
Lokasi : Ruang Hakim Pengadilan Agama Bima 
Waktu : 20 Desember 2018 / 14:00 
 
Ket : Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Bima 
Lokasi : Ruangan Ketua Pengadilan Agama Bima 
Waktu : 20 Desember 2018 / 08:00 
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